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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI





Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tugas
tambahan guru sebagai kepala sekolah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah dan faktor yang
menghambat kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah
Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Bidang Pendidikan
Menengah, Pengawas SMA dan Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang diambil
secara purposive. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan
kajian dokumen. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data (data reduction),
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion
drawing/verification).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan tugas
tambahan guru sebagai kepala sekolah meliputi proses pengangkatan, pemerolehan
sertifikat, penilaian akseptabilitas, masa tugas, mutasi dan pemberhentian kepala sekolah
dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 28 Tahun 2010, baik dari pihak dinas pendidikan maupun calon kepala sekolah.
(2) Terdapat perbedaan antara SMA Negeri dan SMA Swasta dalam prosedur proses
implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, karena
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ditujukan untuk Guru PNS. Yang berbeda hanya
dalam surat keputusan pengangkatan kepala sekolah. (3) Faktor yang mempengaruhi
keberhasilan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah yaitu: a) komunikasi antara
pihak dinas pendidikan dan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah,
berupa perincian tugas dan motivasi yang diberikan oleh pihak dinas kepada kepala
sekolah; b) Resources (sumber daya) berupa tingkat pendidikan calon kepala sekolah dan
pengalaman yang dimiliki oleh calon kepala sekolah; c) Disposition (tanggung jawab)
yang dimiliki oleh pihak dinas pendidikan dan calon kepala sekolah, tanggung jawab
tersebut berupa kewenangan masing-masing peran dan gaya kepemimpinan; d) Struktur
birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala
sekolah. Faktor penghambat dalam kebijakan tugas tamabahan guru sebagai kepala
sekolah adalah ketika seorang guru yang diberikan tugas tambahan ditempatkan di
sekolah yang kurang menerima dengan terbuka. Guru dan staf sekolah kurang menyukai
kepala sekolah yang baru karena sifat dan perilakunya dipandang tidak sesuai dengan
nilai dan norma-norma sekolah, seperti kurang tegas dan tidak bisa memberi keputusan
yang tepat, sehingga pihak dinas pendidikan selalu menerima keluhan dari guru dan staf
yang berada di sekolah tersebut.
Kata Kunci : kebijakan pendidikan, tugas tambahan guru, kepala sekolah
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A. Latar Belakang 
      Di era globalisasi ini pendidikan merupakan salah satu faktor untuk 
meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia di Indonesia. 
Sedangkan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta di tantang untuk menjawab 
berbagai permasalahan yang mengikuti perubahan global yang begitu 
cepat. Guru merupakan salah satu aspek yang menentukan berhasilnya 
suatu sistem pendidikan, sehingga guru memegang peran utama dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan khususnya secara formal di sekolah, 
guru juga yang menentukan keberhasilan dari prestasi peserta didik dalam 
proses belajar mengajar, sehingga semua upaya untuk memperbaiki 
kualitas pendidikan tidak akan berjalan lancar tanpa di dampingi oleh guru 
yang berkualitas dan memiliki profesionalisme tinggi. 
 Terdapat paradigma baru manajemen pendidikan yang difokuskan 
pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi dalam rangka 
meningkatkan kualitas secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam hal ini, 
pengembangan SDM merupakan proses peningkatan kemampuan manusia 
agar mampu melakukan pilihan-pilihan. Proses pengembangan SDM 
tersebut harus menyentuh berbagai bidang kehidupan yang tercermin 
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dalam pribadi pimpinan, termasuk pemimpin pendidikan, seperti kepala 
sekolah. 
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui 
pendidikan formal, berbagai upaya telah dan terus dilakukan. Salah satu 
upaya yang dilakukan adalah pengembangan karir guru di lingkungan 
pendidikan dasar dan menengah. Pengembangan karir guru bisa dilakukan 
dengan seorang guru yang dipromosikan sebagai kepala sekolah setelah 
melalui proses seleksi dan ketentuan lainnya. Kepala sekolah merupakan 
pemimpin pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah 
berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di 
sekolah. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada 
kecakapan dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang 
merupakan salah satu pemimpin pendidikan. Karena kepala sekolah 
merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah 
yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan 
guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk 
memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya 
meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa 
kebijakan antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
(Permendiknas) Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala 
Sekolah/Madrasah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 
3 
 
Fungsional Guru dan angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 
Sekolah/Madrasah. 
Hal- hal pokok yang diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 
2010 meliputi : syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai 
kepala sekolah/madarasah, penyiapan calon kepala sekolah/madrasah, 
proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah, masa tugas, 
pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja kepala 
sekolah/madrasah, dan mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai 
kepala sekolah/madrasah. 
Kebijakan memberikan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah 
bertujuan untuk mengatur suatu lembaga karena setiap lembaga atau 
organisasi harus memiliki seorang pemimpin untuk mengkoordinasi semua 
program yang ada di lembaga atau organisasi tersebut. Kebijakan tersebut 
juga akan memberikan tanggung jawab yang cukup besar kepada guru 
yang ditunjuk untuk menjadi kepala sekolah demi tercapainya suatu tujuan 
pendidikan nasional. 
Kemajuan dan kesejahteraan suatu sekolah adalah tugas utama dari 
kepala sekolah, walaupun guru dan siswa wajib ikut serta untuk 
meningkatkan kualitas sekolah namun kepala sekolah mempunyai 
tanggung jawab utama, sehingga bukan sembarang guru yang diberikan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Banyak persyaratan dan kriteria 
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untuk pengangkatan kepala sekolah seperti yang tercantum dalam pasal 2 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. 
Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang  
berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana 
dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa “Kepala 
sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 
administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan 
pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”. 
Secara rinci sudah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 
2010 tentang kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
Namun tidak sedikit calon kepala sekolah melanggar peraturan tersebut. 
Baik dalam proses pengangkatan maupun dalam pelaksanaan tugasnya. 
Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pengangkatan kepala 
sekolah tersebut menjadi wewenang Dinas Pendidikan masing-masing 
daerah/kabupaten di Indonesia. Pengambilan keputusan penentuan calon 
kepala sekolah pada Dinas Pendidikan Daerah merupakan hal yang relatif 
sulit karena terdapat berbagai kriteria yang bersifat subjektif meskipun ada 
juga yang bersifat objektif yang dapat dilihat dari penilaian administratif.  
      Ketika seorang guru diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, 
seorang guru akan memiliki tunjangan ganda yaitu sebagai pendidik 
maupun tenaga kependidikan, sehingga terkadang guru melakukan peran 
ganda tersebut secara bersamaan bagaimanapun caranya agar tunjangan 
tersebut tidak hilang. Pokok permasalahan tersebut dapat mengorbankan 
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peserta didik yang bisa jadi seorang guru itu tidak mempedulikan siswanya 
apakah memahami materi yang diajarkan atau tidak yang penting materi 
yang akan disampaikan itu terselesaikan. 
Kota Yogyakarta sangat terkenal dengan pendidikannya, pendidikan 
yang terjamin mutu dan kualitasnya membuat masyarakat percaya akan 
peserta didik yang dihasilkan. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menjadi 
salah satu faktor penting untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya 
dalam hal sumber daya manusia. Yogyakarta terdapat Sekolah Dasar 
Negeri dan Swasta sebanyak 182, Sekolah Menengah Pertama ada 16 
Negeri dan 41 Swasta, sedangkan Sekolah Menengah Atas mempunyai 11 
Negeri dan 36 Swasta. Semua sekolah tersebut memiliki guru yang diberi 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah. SMA di Yogyakarta baik Negeri 
maupun Swasta memiliki kepala sekolah yang dalam proses 
pengangkatannya harus berdasarkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. 
Penelitian ini sangat penting karena peneliti ingin lebih 
mendiskripsikan tentang implementasi kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah di SMA baik Negeri maupun Swasta di Kota 
Yogyakrta. 
 
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 
sebagai berikut : 
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1. Implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah 
di SMA negeri dan swasta kota Yogyakarta. 
2. Adanya calon kepala sekolah yang tidak menaati peraturan yang di 
atur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. 
3. Kurang profesionalnya seorang guru jika memiliki tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah, begitu pun sebaliknya. 
4. Meskipun jam mengajarnya akan dikurangi namun tugas seorang 
kepala sekolah juga tidak sedikit, sehingga jika seseorang tersebut 
yang tidak memiliki jiwa profesionalisme salah satu tugas pasti akan 
terbengkalai. 
 
C. Batasan Masalah 
      Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan agar 
penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua 
masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu maka peneliti 
memberi batasan masalah yaitu meneliti kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut, 
dapat dibuat rumusan masalah yaitu : 
1. Bagaimana implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah di SMA Negeri dan Swasta? 
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2. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan  kebijakan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah? 
3. Faktor apa saja yang menghambat kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
 
E. Tujuan Penelitian 
      Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, dapat di jelaskan tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah. 
2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi keberhasilan  kebijakan 
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
3. Mendeskripsikan faktor yang menghambat kebijakan tugas tambahan 
guru sebagai kepala sekolah. 
 
F. Manfaat Penelitian 
      Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis 
dan praktis. 
1. Secara teoritis 
a. Menambah pengetahuan tentang kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah. 
b. Untuk pengembangan ilmu tentang kebijakan kepala sekolah. 
2. Secara Praktis 
8 
 
a. Bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 
pertimbangan dalam mengambil kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah. 
b. Bagi Guru yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah 
Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan Guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tentang kebijakan 
memberikan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
c. Bagi Prodi Kebijakan Pendidikan 
Pendorong atau pemacu bagi para pembaca khususnya mahasiswa 
kebijakan pendidikan dalam mengkatkan apresiasi terhadap 
pembelajaran kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah. 
d. Bagi Peneliti 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu 













A. Implementasi Kebijakan 
 Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses 
kebijakan (policy process) sekaligus studi yang crucial. Bersifat crucial 
karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan 
dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan 
kebijakan tidak bisa akan bisa terwujudkan. Demikian pula sebaliknya, 
bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi 
kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan 
juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki 
tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap 
implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, 
tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah 
diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. (Joko Widodo, 2008:85) 
Van Meter dan Van Horn dalam buku Politik dan Idiologi Pendidikan 
(Arif Rohman, 2009: 134), implementasi kebijakan diartikan sebagai 
keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu- individu/pejabat- 
pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 
kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah di tentukan terlebih 
dahulu. Yakni tindakan- tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 
mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun 
usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil 
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yang diamanatkan oleh keputusan- keputusan kebijakan. Berikut ini adalah 
teori-teori implementasi kebijakan berdasarkan para ahli: 
a. Teori Van Meter dan Van Horn 
Teori pertama adalah teori klasik, yakni teori yang diperkenalkan oleh 
duet Donald van Meter dengan Carl van Horn (1975). Teori ini 
mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier 
dari kebijakan public, implementor dan kinerja kebijakan publik. 
b. Teori Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
Teori kedua ini dikembangkan oleh Daniel Mazmaian dan Paul A. 
Sabatier (1983) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya 
melaksanakan kebijakan. Teori Mazmanian dan Sabatier disebut 
sebagai teori Kerangka Analisis Implementasi. Menurut kedua pelopor 
teori ini, bahwa peran penting dari Kerangka Analisis Implementasi 
dari suatu kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah 
mengidentifikasikan variabel- variable yang dapat mempengaruhi 
tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 
implementasi. 
c. Teori Brian W. Hoodwood dan Lewis A. Gunn 
Teori Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen 
strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan 
tidak meninggalkan kaidah- kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini 
tidak secara tegas mana syarat yang bersifat politis, strategis dan 
teknis atau operasional. 
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d. Teori Goggin 
Malcolm Goggin, Ann Bowman dan James Lester mengembangkan 
apa yang disebut sebagai “communication theory” untuk implementasi 
kebijakan, yang disebutnya sebagai “Generasi Ke Tiga Implementasi 
Kebijakan” (1990). 
e. Teori Grindle 
Teori grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 
implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 
ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. M. 
Grindle menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas- 
tugas “membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu 
kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah”. 
Seperti tugas- tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau obyek, 
penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi 
pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan 
kebijakan, dan lain- lain. 
f. Teori Edward 
Empat isu pokok yang harus diperhatikan agar implementasi dapat 
berjalan efektif menurut Edward (H.A.R Tilar & Riant Nugroho, 





Komunikasi berhubungan dengan bagaimana sikap para pelaku 
kebijakan yang tersusun melalui organisasi untuk melakukan 
kebijakan. Organisasi ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan para 
pelaku kebijakan agar tercipta suasana maupun kondisi yang 
nyaman dalam proses implementasi. Komunikasi merupakan hal 
yang mendasar dalam keberhasilan implementasi, karena melalui 
komunikasi yang baik tentunya akan dapat mengkondisikan 
suasana kinerja implementasi yang positif sesuai dengan 
kepentingan, manfaat, maupun tujuan yang telah dirumuskan 
sebelumnya. 
2) Resources 
Resources berkenaan dengan sumber daya manusia yang 
mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga dapat menghasilkan 
suatu hasil kebijakan yang efektif. Sumber daya manusia ini erat 
kaitannya dengan pelaksanaan dalam proses implementasi. Dengan 
adanya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, tentunya 
akan menghasilkan suatu prosedur maupun tatanan kebijakan yang 
baik dan terarah. 
3) Disposition 
Disposition berhubungan dengan tanggung jawab dari para 
pelaksana kebijakan, dimana dedikasi dan tanggung jawab yang 
tinggi para implementator berpengaruh terhadap pelaksanaan dan 
keberhasilan implementasi. Dengan memiliki tanggung jawab yang 
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penuh dalam diri para implementator, maka akan dihasilkan 
kebijakan yang sistematis dan sesuai dengan tujuan kebijakan. 
4) Struktur birokrasi 
Struktur birokrasi berhubungan dengan ketersediaan dan 
kesesuaian birokrasi dan kelompok yang terlibat didalamnya untuk 
melaksanakan proses implementasi. Kesesuaian dan ketersediaan 
maupun kelompok yang ada didalam organisasi tersebut 
menyesuaikan diri dengan konsep implementasi yang ada sehingga 
dalam pelaksanaannya dapat lancer sesuai dengan kondisi yang ada 
dengan tidak mengesampingkan acuan yang ada. 
g. Teori Jaringan 
Teori ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan merupakan 
kumpulan dari para pelaksana kebijakan yang membentuk suatu 
jaringan (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008:224). Para pelaksana 
yang terlibat dalam jaringan ini telah merumuskan dan menentukan 
bagaimana implementasi itu harus dilakukan melalui masalah- masalah 
yang ada sesuai dengan kesepakatan pelaksana kebijakan dan 
membentuk interaksi yang kompleks dengan sesama pelaksana 
kebijakan yang ada di dalam jaringan dan juga sekelompok organisasi 
diluar jaringan yang terlibat dalam proses implementasi sebagai 




Dari berbagai macam teori implementasi kebijakan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan 
yang dilakukan setelah diputuskan suatu kebijakan yang mempunyai 
tujuan tertentu. 
B. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi 
Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang menentukan 
sekaligus menegangkan. Proses ini menjadi penting disebabkan akhir dari 
semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. 
Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat sangat bagus namun tidak 
ada tindak lanjut berupa upaya implementasi atas kebijakan yang sudah 
dirumuskan adalah suatu kesia-siaan. Ada tiga faktor yang biasanya 
menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan, yaitu: (a) faktor yang terletak 
ada rumusan kebijakan; (b) faktor yang terletak pada personil pelaksana 
dan; (c) faktor yang terletak pada system organisasi pelaksana (Arif 
Rohman, 2009:147) 
a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan, yang meliputi apakah 
rumusan kalimatnya jelas, sasarannya tepat atau tidak, mudah 
dipahami atau tidak, dan sebagainya; 
b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yaitu menyangkut tingkat 
pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kinerja, kebiasaan dan 
kemampuan dari para pelaksana kebijakan; 
c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yaitu 
menyangkut jaringan sistem, hierarkhi kewenangan masing- masing 
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peran, gaya kepemimpinan, aturan main, model monitoring serta 
evaluasi yang dipilih. 
Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 
implementasi kebijakan perlu diketahui faktor-faktor yang berpengaruh 
penting terhadap implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh struktur birokrasi, sumber daya, sikap 
pelaksana dan komunikasi. Dalam konteks implementasi kebijakan terdiri 
dari beberapa tahap yaitu : 
a. Merancang bangun (design) program beerta perincian tugas dan 
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas 
serta biaya dan waktu. 
b. Melaksanakan (application) program dengan mendayagunakan 
struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, 
prosedur dan metode yang tepat. 
c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana 
pengawasan yang tepat guna, serta evaluasi (hasil) pelaksana 
kebijakan. 
C. Kebijakan 
Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa 
Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan 
berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola 
formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal 
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itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 
2008:75). 
Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. 
Berbeda dengan hokum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih 
bersifat adaptif dan interpraktif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa 
yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat 
bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik 
(Massofa, 2008). 
Muhadjir (2003:15), mengungkapkan kebijakan merupakan upaya 
memecahkan problem social bagi kepentingan masyarakat atas azaz 
keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan pilihan kebijakan setidaknya 
harus memenuhi empat butir, yakni; (1). Tingkat hidup masyarakat 
meningkat, (2). Terjadi keadilan; by the law, social justice, dan peluang 
prestasi serta kreasi individual, (3). Diberikan peluang aktif partisipas 
masyarakat. (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan & 
implementasi, dan (4). Terjaminnya pembangunan berkelanjutan. 
Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan 
bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. 
Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai 
pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat 
melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya 
dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya 
kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. 
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Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri 
sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan 
pendidikan bisa berubah. 
Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah 
suatu aturan tertulis untuk mengarahkan cara- cara bertindak yang dibuat 
secara terencana dan mempunyai tujuan tertentu. 
D. Kebijakan Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah 
Setiap lembaga pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Pertama 
membutuhkan seorang pemimpin yang mampu bertanggung jawab dalam 
meningkatkan mutu dan kualitas sekolah tersebut. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Standar Kepala Sekolah/Madrasah merupakan awal dari upaya standarisasi 
kepala sekolah/madrasah. Dalam Permendiknas ini telah ditetapkan 
standar minimal kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah/madrasah yang 
berlaku pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di seluruh 
Indonesia. Disamping itu, Kepmendiknas Nomor 162/U/2003 tentang 
Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah perlu diselaraskan 
dengan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Oleh karena itu, 
Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru 




1. Dasar Hukum Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala 
Sekolah 
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496); 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
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Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737); 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941); 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 5135); 
h. Peraturan  Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 
i. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 
j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 
l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Yang 
berisi tentang syarat- syarat guru yang diberi tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah/madarasah, penyiapan calon kepala 
sekolah/madrasah, proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah, 
masa tugas, pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian 
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kinerja kepala sekolah/madrasah, dan mutasi dan pemberhentian 
tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah. 
 
2. Rekruitmen Calon Kepala Sekolah 
      Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki 
pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai 
kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi (1) pengusulan calon 
oleh kepala sekolah dan/atau pengawas, (2) seleksi administratif, dan 
(3) seleksi akademik. Seleksi administratif dan akademik 
diselenggarakan oleh Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan 
Kantor wilayah kementerian agama/ Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota atau instansi lain terkait yang berwenang. 
 Pengusulan guru sebagai calon kepala sekolah/madrasah 
dilakukan melalui langkah-langkah: pengumuman, identifikasi guru 
potensial, penyiapan berkas usulan, dan pengajuan usulan calon kepala 
sekolah. Guru yang potensial dapat diusulkan kepada dinas 
propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor 
kementerian agama kabupaten/kota oleh kepala sekolah/madrasah atau 
bersama-sama dengan pengawas sekolah/madrasah. 
 Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan 
dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti 
bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan. Seleksi akademik dilakukan melalui 
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penilaian potensi kepemimpinan, penyusunan makalah kepemimpinan, 
serta penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 Penilaian potensi kepemimpinan adalah suatu proses 
pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan 
atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon kepala 
sekolah/madrasah yang memungkinkan untuk dikembangkan. 
 Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui Analisis 
Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) semenjak guru 
melamar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah 
dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program 
diklat calon kepala sekolah/madrasah. AKPK bersifat individual dan 
merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala 
sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan 
pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi 
calon kepala sekolah/madrasah. 
3. Pemerolehan Serifikat Kepala Sekolah 
      Sertifikat kepala sekolah/madrasah adalah bukti formal sebagai 
pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah 
memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah/madrasah. Pemegang sertifikat dinyatakan telah 
lulus program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah 
dan telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi untuk diberi 
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tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 Sertifikat kepala sekolah/madrasah ditanda-tangani oleh Kepala 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan kementerian Pendidikan Nasional atau  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk kepala 
MI, MTs, dan MA/MAK. 
 Sertifikat yang diperoleh calon kepala sekolah/madrasah diberikan 
nomor unik kepala sekolah (NUKS) yang dikeluarkan dan dicatat 
dalam database nasional oleh LPPKS sebagai penjaminan mutu 
penyelenggaraan penyiapan calon kepala sekolah/madrasah. 
 
E. Proses Pengangkatan, Masa Tugas, Mutasi dan Pemberhentian 
Kepala Sekolah/ Madrasah 
1. Penilaian Akseptabilitas Kepala Sekolah/Madrasah 
Penilaian akseptabilitas merupakan penilaian calon kepala sekolah 
yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana 
yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan. Agar proses 
penilaian calon kepala sekolah dapat dipedomani dengan baik oleh 
Dinas Pendidikan Kb/Kota dalam wilayah Indonesia, maka berikut ini 
beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sesuai dengan 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. 
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 Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah 
ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang 
dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Tim 
pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan 
dewan pendidikan. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/ 
madrasah membuat rekomendasi berdasarkan hasil penilaian 
akseptabilitas kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan dan 
rekomendasi tersebut harus disertai dengan penjelasan pendukung. 
2. Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah 
Masa tugas seorang kepala sekolah adalah 4 tahun terhitung mulai 
tangal penetapan pengangkatan. Seorang kepala sekolah secara 
berturut-turut hanya boleh ditugaskan selama 2 (dua) periode masa 
tugas, dengan syarat hasil penilaian kinerja minimal baik. Apabila 
akhir masa tugas periode kedua berkinerja baik, maka kepala 
sekolah/madrasah tersebut harus kembali menjadi guru. Guru tersebut 
dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah/madrasah setelah 
bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun melalui 
penilaian akseptabilitas dengan syarat penilaian kinerja sebagai guru 
minimal baik. Jika seorang kepala sekolah/madrasah memiliki 
penilaian kinerja istimewa maka kepala sekolah/madrasah tersebut 
dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di 
sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah. 
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3. Mutasi Kepala Sekolah/Madrasah 
Mutasi kepala sekolah dilakukan setelah seorang kepala 
sekolah/madrasah telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun. Apabila seorang kepala sekolah/madrasah 
dipindahtugaskan sebelum habis masa tugas, maka masa tugas di 
tempat yang baru merupakan kumulatif dengan masa tugas 
sebelumnya. 
4. Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah 
Proses pemberhentian seorang kepala sekolah/madrasah oleh 
pemerintah, pemerintah daerah atau penyelenggara sekolah/ madrasah 
dilakukan karena: 
a. Permohonan sendiri; 
b. Masa penugasan berakhir; 
c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru; 
d. Diangkat pada jabatan lain; 
e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat; 
f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas  
g. Berhalangan tetap; 
h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau 
i. Meninggal dunia. 
F. Profesionalisme Kepala Sekolah 
Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin yang kinerjanya sangat 
berpengaruh dalam peningkatan mutu sekolah yang dipimpinnya. Guru 
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yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus bertanggung 
jawab dalam menjalankan tugas baik sebagai guru maupun sebagai kepala 
sekolah. Memiliki jiwa profesional dalam diri kepala sekolah itu sangatlah 
penting. Berdasarkan semantiknya, Anton Muliono (1989 : 702), 
mengemukakan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi 
pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan) tertentu, profesional 
memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme 
merupakan sifat profesional , dan profesionalisasi adalah proses membuat 
suatu badan menjadi profesional. 
Freidson (2970 :28), mengemukakan bahwa profesionalisme adalah 
komitmen untuk ide- ide profesional dan karier. Secara operatif, syaiful 
(2002 : 199) menegaskan bahwa profesionalisme memiliki aturan dan 
komitmen jabatan keilmuan teknik dan jabatan yang akan diberikan 
kepada pelayan masyarakat agar secara khusus pandangan- pandangan 
jabatan dikoreksi secara keilmuan dan etika sebagai pengukuhan terhadap 
profesionalisme. 
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang 
disebut Kepala Sekolah profesional harus dapat membedakan mana ilmu 
yang esensial berkaitan dengan disiplin ilmunya dan tidak esensial sesuai 
dengan tuntutan profesional. Paradigma pendidikan yang memberikan 
kewenangan luas kepada kepala sekolah dalam mengembangkan berbagai 
potensinya memerlukan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam 
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berbagai aspek manajerialnya, agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan 
visi misi yang diemban sekolahnya. 
 
 
G. Kerangka Pikir 
      Penelitian ini berawal dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 
Sekolah/Madrasah. Hal-hal pokok yang diatur di dalam peraturan tersebut 
adalah syarat- syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah/madarasah, penyiapan calon kepala sekolah/madrasah, proses 
pengangkatan kepala sekolah/madrasah, masa tugas, pengembangan 
keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah, dan 
mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah. 
Berdasarkan peraturan tersebut akan memudahkan guru yang diberikan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah memahami proses pengangkatan 
dan tanggung jawab yang harus dilakukan setelah guru memiliki tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah dan mempermudah pihak Dinas 
Pendidikan dalam pengangkatan kepala sekolah. Namun tidak semua 
peraturan tersebut dipahami oleh para guru yang diberikan tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah. Dalam proses implementasi juga tidak lepas dari 
hambatan yang akan dihadapi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, ini 
yang mempengaruhi sukses tidaknya implementasi kebijakan tersebut. 
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 Oleh karena itu, ada isu pokok yang harus diperhatikan agar 
implementasi dapat berjalan efektif yang pertama adalah komunikasi, 
komunikasi sangat penting dikarenakan komunikasi merupaka hal yang 
mendasar dalam keberhasilan implementasi. Melalui komunikasi yang 
baik dapat mengkondisikan suasana kinerja implementasi yang sesuai 
dengan tujuan utama. Yang kedua resources, resources berhubungan 
dengan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan 
sehingga dapat menghasilkan suatu hasil kebijakan yang efektif. Ketiga 
disposition merupakan tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan, 
dimana tanggung jawab yang tinggi para implementator mempengaruhi 
pelaksanaan keberhasilan implementasi. Terakhir adalah struktur birokrasi 
yang berhubungan dengan ketersediaan dan kesesuaian birokrasi dan 
kelompok yanbg terlibat didalamnya sehingga dalam pelaksanaannya 
dapat berjalan dengan lancer sesuai dengan keadaan yang ada. 
 Keempat faktor tersebut berkaitan satu sama lain dan berpengaruh 
dalam keberhasilan implementasi kebijakan sehingga kebijakan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah akan berjalan dengan lancar dan 
sesuai tujuan utama. Dengan demikian peneliti ingin mengkaji bagaimana 
implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah di 
SMA Negerti dan Swasta Kota Yogyakarta dimana di setiap sekolah 





















Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 28 tahun 2010  
Peryaratan, penyiapan calon kepala sekolah, 
proses pengangkatan, masa tugas, 
pengembangan keprofesian berkelanjutan, 
mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai 
kepala sekolah 
Kebijakan Tugas Tambahan 
Guru sebagai Kepala Sekolah 
Impementasi Kebijakan  
Faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi 
kebijakan 





H. Pertanyaan Penelitian 
      Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat diajukan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta? 
2. Bagaimana komunikasi antara pihak Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dengan guru yang di berikan tugas tambahan sebagai 
kepala sekolah? 
3. Bagaimana struktur birokrasi yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dalam kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah? 
4. Bagaimana sumber daya pelaksana kebijakan yang mempengaruhi 
proses implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah? 
5. Bagaiamana disposition/tanggung jawab dari pihak dinas dan guru 














A. Pendekatan Penelitian 
      Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 
Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan 
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata –kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan 
pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh 
mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 
tetapi perlu memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Peneliti 
berusaha menemukan sisi yang berbeda dalam implementasi kebijakan 
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. Peraturan yang sudah diatur 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 Tahun 2010 
mengenai persyaratan dan proses pengangkatan serta tugas-tugas yang 
harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah. 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
 Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala 
Sekolah SMA Negeri 1, Kepala Sekolah SMA Marsudi Luhur, Kepala Sub 
Bagian Kepegawaian, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Pengawas 
SMA dan Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Informan tersebut 
terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat 
memberikan data dan informasi yang diperlukan, yaitu data dan informasi 
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tentang Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah, 
sedangkan objek penelitian ini tentang implementasi kebijakan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
C. Sampel Sumber Data 
 Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan 
adalah purposive sampling dan snowball sampling. Dan yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, orang tersebut dianggap 
paling tahu tentang apa yang akan diteliti atau orang tersebut adalah 
penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk memudahkan peneliti 
menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini Kepala 
bidang Sub Bagian Kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
akan dijadikan sumber data. 
D. Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Yogyakarta yang 
terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No.10 Yogyakarta, SMA Marsudi 
Luhur di Jalan Bintaran Kidul No. 2 Wirobrajan Mergangsan Yogyakarta 
dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terletak di Jalan Hayam Wuruk 
No. 11 Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juni 2013. 
E. Instrument Penelitian 
 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utamanya atau 
alat penelitian adalah peneliti sendiri. Nasution (1998) menyatakan bahwa 
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“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Karena segala sesuatunya 
belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur 
penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diterapkan, itu 
semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 
sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam 
keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain 
dan hanya peneliti sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat 
mencapainya.” 
Tabel 1. Kisi- kisi Instrumen Analisis Dokumen 
No. Aspek Rincian Sumber data 
1.  Peraturan Surat Keputusan Tertulis 
Dokumen/arsip/foto-
foto 2.  
Data 
Kependidikan 
a. Data guru yang di 
berikan tugas 
tambahan 














Tabel 2. Kisi-kisi pedoman wawancara  




tambahan guru sebagai 
kepala sekolah 
a. Keputusan-keputusan 
tertulis maupun tidak 
tertulis, tujuan 
b. Proses pengangkatan, 
mutasi dan 
pemberhentian 
c. Perbedaan SMA 
Negeri dan Swasta 
dalam pemberian 
tugas tambahan guru 
sebagai kepala 
sekolah 






staf Sub Bagian 
Kepegawaian 





tambahan guru sebagai 
kepala sekolah 
a. Komunikasi 
 Perincian tugas 
 Motivasi 
b. Resources (Sumber 
daya) 












d. Struktur Birokrasi 
 Model monitoring 

















F. Teknik Pengumpulan Data 
      Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
 Teknik pengumpulan data yang pertama meggunakan teknik 
wawancara/interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti melakukan 
wawancara pada karyawan yang berpotensi memberikan info tentang 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian 
melakukan wawancara tentang persyaratan dan proses pengangkatan 
kepala sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta. 
 Teknik pengumpulan data yang kedua menggunakan teknik 
dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui 
dokumen- dokumen tentang data guru yang diberikan tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah serta dokumen tentang kebijakan tugas tambahan 
guru sebagai kepala sekolah yang bertujuan untuk melengkapi data. 
Peneliti mendapatkan data-data tambahan yang dapat mendukung hasil 
penelitian dari dokumentasi ini. 
 Teknik pengumpulan data yang ketiga menggunakan teknik 
trianggulasi, Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
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sumber data yang telah ada. Pengumpulan data dengan trianggulasi berarti 
peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 
mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 
berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan 
teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 
sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi 
untuk sumber data yang sama secara serempak. Trianggulasi sumber 
berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda- beda dengan 
teknik yang sama. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi 
adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak 
konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik 
triangulasi dalam penelitian data, maka data yang diperoleh akan lebih 
konsisten, tuntas, dan pasti (Sugiyono,2012:83). Pada penelitian ini, 
peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan data 
yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen. 
G. Teknik Analisis Data 
      Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 
Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah dimulai sejak 
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan 
berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi 
pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang 
grounded”. Namun pada penelitian kualitatif, analisis data lebih 
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difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 
data. Aktivitas dalam analisis data yaitu : 
1. Data Reduksi 
      Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan 
proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan 
dan kedalaman wawasan yang tinggi. Inti dari reduksi data adalah 
memilih yang penting dan membuang yang tidak terpakai. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan, tidak semua data yang 
diperoleh dimasukkan dalam laporan penelitian. Data yang diperoleh 
dari lapangan baik dari wawancara maupun dokumentasi dan data 
tertulis, sehingga data yang dimasukkan dalam laporan penelitian 
adalah data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah 
direduksi juga memberikan gambaran yang dapat mempermudah 
peneliti mencari data kembali jika diperlukan. 
2. Data Display (penyajian data) 
 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 





3. Conclusion drawing / verification 
 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan 
dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan 
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 
deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- 
remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 






Gambar 2. Komponen Analisis Data                                                                                             
Sumber: (Miles & Hubberman, 2008: 52) 
H. Keabsahan Data 
      Menurut (Sukardi, 2006: 107), untuk menguji keabsahan data yaitu 
dengan metode trianggulasi data (trianggulasi sumber) yaitu peneliti dalam 
mengumpulkan data menggunakan berbagai macam sumber data dan 
Data collection Data display 
Data reduction Conclusions 
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teknik pengumpulan yang tersedia. Keabsahan data dalam penelitian ini 
dilakukan dimulai dari ketekunan penelitian, metode cross check melalui 
pihak sekolah dengan berbagi sumber wawancara dengan teknik yang 
berbeda, untuk diketahui kebenaran dan keasliannya agar benar-benar 
sesuai dengan kondisi dilapangan. Keabsahan data ini berhubungan 
dengan kesimpulan hasil penelitian implementasi kebijakan rintisan 
sekolah kategori mandiri. Catatan lapangan hasil analisis dokumen, catatan 
lapangan hasil observasi dengan cacatan lapangan hasil wawancara. Ketiga 
pendapat dipertimbangkan sebagai masukan sehingga diperoleh data 
relevan dengan situasi yang sebenarnya. Dengan demikian data yang sama 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 
 Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terletak di Jl. Hayam Wuruk 
No.11 Yogyakarta 55212. Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki visi adalah “Pendidikan 
Berkualitas, Berwawasan Global Dengan Dukungan Sumber Daya 
Manusia Yang Profesional.  Dengan visi inilah yang mendorong dan 
menjadi tekad bagi seluruh staff dan karyawan untuk mewujudkan 
pendidikan yang berkualitas. Selain visi, ada juga misi di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu : 
a. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas yang Berakar Budaya 
Adiluhung, 
b. Mewujudkan Pendidikan Berwawasan Global dan Berbasis 
Teknologi Informasi, 
c. Mewujudkan Pendidikan dan Tenaga yang Memiliki Kompensi 
dan Kualifikasi yang Sesuai 
Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terdapat beberapa bidang 
sekretariat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-
masing. Seperti tanggung jawab dalam mengimplementasikan 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah di SMA negeri 
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dan swasta yang menangani adalah bidang Kepegawaian, Pengawasan 
dan Pendidikan Menengah. 
Yogyakarta memiliki 11 SMA Negeri dan 36 SMA Swasta, di 
SMA Negeri tersebut semua kepala sekolah hasil dari guru yang 
diberikan tugas tambahan salah satu nya SMA Negeri 1 Yogyakarta, 
sedangkan di Swasta hanya beberapa karena sekolah swasta dibawah 
naungan yayasan, sehingga pihak dinas dalam pengangkatan kepala 
sekolah harus bekerja sama dengan pihak yayasan tersebut salah satu 
nya SMA Marsudi Luhur. 
2. Daftar Guru yang di berikan Tugas Tambahan sebagai Kepala 
Sekolah 
      Tabel 3. SMA Negeri di Kota Yogyakarta 
No Nama Sekolah Alamat Nama Kepala Sekolah 
1 SMA Negeri 1 Hos.Cokroaminoto 10  Drs. Zamroni, M.Pd 
2 SMA Negeri 2 Bener, Tegalrejo Drs. Bashori Muhammad, M.M 
3 SMA Negeri 3 YOS sudarso 7 Dra. Dwi Rini Wulandari, M.M 
4 SMA Negeri 4 Jl. Magelang, 
Karangwaru Lor 
Dra. Bambang Rahwatiningsih 
5 SMA Negeri 5 Jl. Nyi Pembayun 39 
Kotagede 
Drs. Jumiran, M.Pd.I 
6 SMA Negeri 6 C.Simanjuntak No.2 Drs. Miftakodin, M.M 
7 SMA Negeri 7 Jl. MT Haryono No.47 Dra. Reni Herawati, M.Pd.I.BI 
8 SMA Negeri 8 Jl. Sidobali No.1, 
Mujamuju 
Drs. Munjid Nur Alamsyah 
9 SMA Negeri 9 Sagan No.1, Terban Drs. Maman Surakhman, M.Pd.I 
10 SMA Negeri 10 Jl. Gadean No.5 Drs. Basuki 




  Berdasarkan  tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMA 
Negeri di Kota Yogyakarta terdapat 11 SMA. Dapat dilihat bahwa 
hampir seluruh SMA Negeri di Yogyakarta sudah menjadi target dari 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
Tabel 4. SMA Swasta Kota Yogyakarta 
No Nama Sekolah Alamat Nama Kepala Sekolah 
1 SMA M’arif Dagen GT I/509 Drs. Sumiyoto 
2 SMA Stella Duce 1 Sabirin No.1 Magdalena Nadeak, M.Pd 
3 SMA Stella Duce 2 Dr.Sutomo No. 16 Sr. Fidelis Budiriastuti, CB.,S.Pd –A 
4 SMA Bopkri 1 Wardani No.2 Drs. Andar Rudjito, M.H 
5 SMA Bopkri 2 Jenderal Sudirman 87 - 
6 SMA Bopkri 3 Kapten P.Tendean 55 Dra. D. Sumaryanti 
7 SMA Budya Wacana Bung Tarjo (Gayam) 11 Ismunawan Wibawa, SP 
8 SMA Piri 1  Kemuning No.14 Drs. Mochamad Ali Arie Susanto 
9 SMA Piri 2  MT Haryono 23 Drs. Singgih Sudarmanta, M.Pd 
10 SMA Gajah Mada  Ibu Ruswo, Yudonegaran GM 
II/208 
IR. Petrus L Rigo, M.M 
11 SMA Pangudi Luhur  Panembahan Senopati 18 Andreas Mujiono, S.Pd 
12 SMA Santa Maria  Ireda No. 19 A - 
13 SMA “17” 1  Tentara Pelajar No.24 Suyadi, S.Pd 
14 SMA Bhineka Tunggal Ika Poncowinatan 16 Drs. Mulyono 
15 SMA Taman Madya Jetis  Pakuningratan 34 A Sriyana, S.Pd 
16 SMA Islam Terpadu Abu 
Bakar 
Rejowinangun No.28 E Drs. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I 
17 SMA Muhammadiyah 1  Gotongroyong II Petinggen Tri Ismu Husnan Purnomo, SH.M 
18 SMA Muhammadiyah 2  Kapas 7 Drs. H. Muh. Mahfudz, MA 
19 SMA Muhammadiyah 3  Kapten P. Tendean 58 Drs. Herynugroho, M.Pd 
20 SMA Muhammadiyah 4  Mondorakan 51 Drs. H. Ahmad Djam’an, M.Pd.I 
21 SMA Muhammadiyah 5  Purwodiningratan NG I/902 A Drs. Suyanto 
22 SMA Muhammadiyah 6  KH.Wakhid Hasyim 16 Eny Triastuti, S.Pd 
23 SMA Muhammadiyah 7  Kapten P. Tendean 58 Drs. H. Abdul Quddus Zoher, M.Pd 
24 SMA Swasta Budaya Tinalan, Kotagede Muji Setiani, BA 
25 SMA Mataram  Ndalem Mangkubumen KT 
III/264 
- 
26 SMA Sultan Agung  Jln. Bantul Km 3 Drs. H. A. Bunandar 
27 SMA Budi Luhur Keparakan Kidul MG I/1329 Drs. Sutopo 
28 SMA Marsudi Luhur Bintaran Kidul 2 Dra. Lies Indriya Handayani 
29 SMA Taman Madya Ibu 
Pawiyatan 
Tamansiswa No. 25 D  Triyana, S.Pd., M.Pd 
30 SMA Gotong Royong Tompeyan 156 Hj. Gudiyana Lindawati, BA 
31 SMA Berbudi Jalan Imogiri No.210 Drs. Sudi Hardono 
32 SMA Institut Indonesia 1 Miliran No.15 Drs. Subandriyo 
33 SMA Perak Veteran Suyadi, S.Pd 
34 SMA Sang Timur Batikan Sr. Maria Helaria, PIJ 
35 SMA Santo Thomas Timoho, Balirejo Utara - 




B. Hasil Penelitian 
1. Implementasi Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala 
Sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta 
      Yogyakarta merupakan kota yang terkenal dengan nama kota 
pelajar karena banyak sekolah-sekolah yang menghasilkan manusia 
berkualitas. Selain guru yang berperan dalam meningkatkan kualitas 
peserta didiknya, kepala sekolah juga mempunyai tanggung jawab 
yang cukup berat dalam memimpin sekolah dan menjadikan sekolah 
tersebut teladan bagi sekolah lain. 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 
tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 
Sekolah/Madrasah adalah salah satu kebijakan yang mempunyai tujuan 
positif untuk meningkatkan kualitas guru dan profesionalitas guru. 
Sesuai yang dinyatakan oleh Ibu H: 
“Kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sangatlah positif, 
positif dalam arti jika kebijakan tersebut dilakukan secara 
konsekuen banyak manfaatnya. Dalam permendiknas nomor 28 
tahun 2010 tersebut terdapat periodesasi, jika dilakukan secara 
konsekuen akan menggairahkan proses pendidikan di sekolah. 
Setiap jabatan yang dimiliki sekarang cenderung menurun jadi 
dengan adanya permendiknas akan mengetahui siapa yang sudah 
tidak mampu menjabat akan turun menjadi guru kembali”. 
(HW/02/05/2013) 
 
  Diperkuat dengan pernyataan Bapak EK : 
  “Kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah sangat 
bagus, karena peraturan jelas dan kompetensi di dalamnya juga 
jelas terdapat minimal jenjang pendidikan adalah S1 dan minimal 
masa kerjanya serta terdapat diklat sebagai persyaratan utama 
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sehingga guru yang di berikan tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah itu sudah dilatih profesionalisme semenjak proses 
pengangkatannya” (HW/02/05/2013) 
 
Dalam menganalisis implementasi kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah ini, peneliti dapat melihat dari beberapa 
tahapan untuk menjadi kepala sekolah baik SMA negeri maupun SMA 
swasta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 
Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 
a. Proses Persiapan Calon Kepala Sekolah 
      Persiapan calon kepala sekolah dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta yang memberikan pengumuman 
berdasarkan proyeksi kebutuhan kepala sekolah yang tersedia. 
Kemudian Kepala sekolah menunjuk guru yang potensial untuk 
diusulkan sebagai peserta seleksi calon kepala sekolah. Kepala 
sekolah harus memberikan rekomendasi kepada guru yang sudah 
ditunjuk. Guru yang ditunjuk harus membuat surat lamaran dan 
melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan. 
 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 BAB II Pasal 2 mengatur 
tentang persyaratan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai 
kepala sekolah, seperti yang dikatakan oleh Bapak EH: 
“Permendiknas ini sudah menjelaskan apa saja persyaratan 
yang harus dipahami dan dilakukan oleh calon kepala sekolah. 
Persyaratan yang ada juga bisa menjadi standar bagi mereka 
yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jika 
terdapat satu persyaratan saja yang tidak dipenuhi, maka tidak 
akan lolos seleksi ke tahap selanjutnya. Persyaratan tersebut 
akan di seleksi oleh sub bagian kepegawaian karena termasuk 
tahap administrasi” (HW/6/05/2013) 
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 Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak AR : 
 “Persyaratan yang sudah tercantum di Permendiknas wajib 
dilakukan oleh calon kepala sekolah dan persyaratan tersebut 
dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di Sub 
Bagian Kepegawaian. Selanjutnya akan di seleksi, jika lolos 
seleksi administrasi akan dilakukan seleksi akademik yang 
akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota” 
(HW/26/04/2013) 
Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa persyaratan 
yang tercantum dalam Permendiknas harus diterapkan untuk tahap 
awal yaitu seleksi administrasi berupa kelengkapan dokumen yang 
akan di seleksi oleh Sub Bagian Kepegawaian. Sub Bagian 
kepegawaian melakukan chek list kelengkapan individu, 
kelengkapan rekap seluruh peserta kemudian membuat berita acara 
hasil penilaian seleksi administrasi dan diberitahukan kepada kepala 
sekolah agar memberitahukan kepada guru yang mengikuti seleksi 
calon peserta kepala sekolah. Jika terdapat persyaratan yang kurang 
otomatis tidak diperbolehkan untuk mengikuti tahap seleksi 
selanjutnya. Namun tidak banyak ditemukan dalam tahap 
administrasi ada yang kurang, karena menurut pihak Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta banyak yang berminat untuk  menjadi 
kepala sekolah di SMA Negeri maupun Swasta, sehingga dalam 
proses seleksi calon kepala sekolah selalu mematuhi aturan dan 
persyaratannya dengan baik. Dengan banyaknya calon kepala 
sekolah, mereka harus berlomba untuk menjadi yang terbaik. 
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Setelah dinyatakan lolos pada tahapan seleksi administrasi 
yang berupa kelengkapan dokumen selanjutnya dilakukan seleksi 
akademik berupa penilaian potensi kepemimpinan, penyusunan 
makalah kepemimpinan serta penguasaan awal terhadap 
kompetensi. Sama halnya dengan seleksi administrasi yang 
persyaratannya  harus dilengkapi, persyaratan pada seleksi 
akademik juga harus dilengkapi dengan membuat makalah 
kepemimpinan. Makalah tersebut akan dinilai bersama penilaian 
potensi akademik. Penilaian tersebut dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. Berbeda dengan seleksi administrasi 
yang hanya dilakukan oleh Sub Bagian Keegawaian, seleksi 
akademik dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian yang bekerja 
sama dengan pengawas sekolah. 
b. Pemerolehan Sertifikat Kepala Sekolah 
Sertifikat kepala sekolah merupakan suatu bukti formal yang 
diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah melakukan 
beberapa tahap seleksi untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai 
kepala sekolah. 
Setelah melalui tahap seleksi administrasi dan akademik dan 
dinyatakan lolos, kepala sekolah harus mengikuti program 
pendidikan dan pelatihan yang sering disebut dengan Diklat. Tabel 
dibawah dapat dijelaskan bahwa Diklat dilakukan oleh 
Penyelenggara Program Penyiapan Kepala Sekolah (P3KS) dalam 
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Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LPPKS) yang berada di Desa Jatikuwung Gondangrejo 
Karanganyar, Jawa Tengah. Tahapan Diklat berawal dari Sub 
Bagian Kepegawaian mengundang peserta, kemudian P3KS 
melaksanakan diklat calon kepala sekolah. Setelah selesai, P3KS 
membuat Sertifikat dengan melakukan penerbitan Nomor Unik  
Kepala Sekolah (NUKS). Dan sertifikat tersebut sebagai hasil akhir 
dari tahapan seleksi. Sertifikat akan diserahkan kepada Dinas 
Pendidikan untuk diberikan ke calon kepala sekolah. 
Seperti yang dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 
2010 Pelatihan atau Diklat tersebut dilakukan pada kegiatan tatap 
muka dalam kurun waktu minimal 100 jam dan praktik pengalaman 
lapangan selama 3 bulan. Seperti yang dijelaskan oleh EK: 
“Diklat merupakan salah satu syarat penting dalam tahapan 
seleksi calon kepala sekolah, jika calon kepala sekolah tidak 
mengikuti diklat, tidak bisa diangkat sebagai kepala sekolah. 
Dan tidak semua yang ikut diklat akan lolos menjadi kepala 
sekolah, biasanya dari 40 akan diambil 19-20 calon kepala 
sekolah. Calon kepala sekolah yang mengikuti diklat tersebut 
akan di fasilitasi oleh pemerintah kota. Diklat dilakukan tatap 
muka minimal 100 jam dan praktik selama 3 bulan. Setelah 
dinyatakan lolos diklat akan diberikan sertifikat kepala sekolah 
yang akan digunakan sebagai persyaratan utama menjadi 
kepala sekolah yaitu memiliki sertifikat kepala sekolah” 
(HW/02/05/2013) 
 Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Z: 
“Sebelum memperoleh sertifikat kepala sekolah, saya 
melakukan diklat terlebih dahulu. Dulu sekitar 2 minggu saya 
melakukan diklat dan melakukan segala kegiatan yang sangat 
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bermanfaat. Sekarang diklat dilakukan sudah selama satu 
bulan. Dan itu akan lebih baik lagi” (HW/01/09/2013) 
Tabel 5. Alur Diklat Kepala Sekolah 
Sub Bagian 
Kepegawaian 



























































Diklat dan Sertifikat 
KS 
Menerima laporan 
dan sertifikat KS 
Mengumumkan hasil 
diklat dan penyerahan 
sertifikat 
Menyampaikan hasil 






c. Penilaian Akseptabilitas Kepala Sekolah 
      Penilaian akseptabilitas kepala sekolah merupakan penilaian 
calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan 
calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat 
dan ditempatkan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak EK: 
“Penilaian akseptabilitas cukup penting dalam proses 
pengangkatan kepala sekolah, karena dengan adanya 
penilaian akseptabilitas akan tercapainya ketepatan calon 
kepala sekolah dengan sekolah yang akan di pimpinnya. 
Untuk melakukan penilaian akseptabilitas membutuhkan 
tim penilai atau tim pertimbangan dari Sub bagian 
kepegawaian, pengawas sekolah dan dari komite 
sekolah”(HW/06/05/2013) 
Di Kota Yogyakarta ini untuk melakukan penilaian 
akseptabilitas dilakukan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan 
Kepala Sekolah yaitu Sub Bagian Kepegawaian Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta, Pengawas SMA dan Komite 
sekolah. Ketiga tim pertimbangan tersebut melakukan penilaian 
akseptabilita dengan mengidentifikasi calon kepala sekolah yang 
bersertifikat dan satuan pendidikan yang akan dituju. Kemudian 
tim pertimbangan memberitahukan kepada calon kepala sekolah 
untuk menyerahkan daftar riwayat hidup dan uraian visi misi 
serta strategi. Setelah itu tim pertimbangan melakukan penilaian 
akseptabilitas berawal dari melihat kesesuaian latar belakang 
pendidikan dan keahlian calon kepala sekolah, relelvansi visi 
misi dan strategi yang ditulis dan kesesuaian pengalaman calon 
kepala sekolah yang relevan dengan karakteristik yang dituju. 
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Dan terakhir jika calon kepala sekolah diterima akan 
ditempatkan ke sekolah yang sesuai, jika belum calon kepala 
sekolah akan menunggu sekolah yang sesuai dengan 
karakteristik calon kepala sekolah. 
d. Masa Tugas Kepala Sekolah 
Masa tugas sudah diatur dalam Permendiknas Nomor 28 
Tahun 2010 seperti yang di jelaskan oleh Bapak  EH: 
“Masa tugas kepala sekolah sudah dijelaskan dalam 
Permendiknas, yaitu 4 tahun terhitung mulai tanggal 
penempatan pengangkatan dan kepala sekolah hanya 
diperbolehkan bertugas 2 periode secara berturut-turut 
itupun ada persyaratan dan penilaian kinerja yang baik. Di 
SMA swasta maupun negeri cukup banyak yang tidak bisa 
meneruskan setelah 4 Tahun masa tugasnya karena dinilai 
kurang dalam hal kinerjanya”(HW/6/05/2013) 
  Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak AR: 
“Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah 
mempunyai masa tugas 4 tahun dan maksimal dapat 
bertugas selama 2 periode berturut-turut. Namun melalui 
proses penilaian dar kinerjanya, ada juga yang belum 
sampai masa tugas berakhir harus diberhentikan 
dikarenakan kurang berkompeten dalam memimpin dan 
tidak jarang melakukan kesalahan yang menyimpang” 
(HW/26/04/2013) 
Untuk melanjutkan setelah 4 tahun masa sudah diatur 
dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan dengan adanya 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang 
penilaian kinerja kepala sekolah, pihak Dinas Pendidikan Kota 
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Yogyakarta dapat menilai kinerja sesuai yang sudah diatur 
dalam Permendiknas tersebut. Seperti yang dialami oleh Kepala 
Sekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta sudah menjabat sebagai 
kepala sekolah selama 8 tahun 4 bulan. Dijelaskan oleh Bapak 
Z: 
“Masa tugas saya menjadi kepala sekolah sudah 8 tahun 4 bulan, 
jika di hitung dari masa tugas berarti saya sudah 2 periode lebih 
menjadi kepala sekolah. Namun untuk menjadi kepala sekolah 
SMA Negeri 1 Yogyakarta baru selama 2 
tahun.”(HW/1/09/2013) 
e. Mutasi dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah 
Mutasi kepala sekolah merupakan pemindahan tugas dari 
sekolah satu ke sekolah lainnya, mutasi dilakukan setelah 
melaksanakan tugas minimal selama 2 tahun. Seperti yang 
dinyatakan oleh Ibu H: 
“Mutasi dilakukan sebelum masa tugas berakhir yaitu 
setelah tugas sekurang kurangnya 2 tahun. Mutasi dapat 
diputuskan dari pihak Dinas Pendidikan Kota atau bisa juga 
kepala sekolah meminta rekomendasi untuk 
dipindahtugaskan ke sekolah lain, namun hal itu tidak 
mudah karena butuh proses dan pertimbangan yang cukup 
lama” (HW/15/05/2013) 
Selain  mutasi kepala sekolah, pemberhentian kepala 
sekolah juga sudah tercantum dalam Permendiknas Nomor 28 
Tahun 2010, terdapat alasan terjadinya pemberhentian 
penugasan guru sebagai kepala sekolah. seperti yang di jelaskan 
oleh Ibu NG : 
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  “Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 sudah 
mencantumkan alasan terjadinya pemberhentian tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah. Bisa dikarenakan 
permohonan sendiri, masa tugas berakhir, batas usia 
pension jabatan sebagai guru, pengangkatan jabatan lain, 
terdapat hukuman disiplin sedang atau berat, sedang 
menjalani tugas belajar sekurang-kurangnya 6 bulan dan 
meninggal dunia. Yang sering terjadi di SMA negeri atau 
swasta, pemberhentian penugasan guru sebagai kepala 
sekolah dikarenakan masa penugasan berakhir dan diangkat 
jabatan lain. Misalnya dijadikan menjadi pegawai dinas 
pendidikan atau jabatan lain yang masih berhubungan 
dengan pendidikan.” (HW/09/05/2013) 
 
f. Perbedaan Prosedur Pengangkatan, Mutasi dan 
Pemberhentian Kepala Sekolah di SMA Negeri dan Swasta 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 
2010 bertujuan untuk mengatur dan memberikan standar dalam 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
Permendiknas ini tidak di tujukan untuk sekolah negeri maupun 
swasta namun diperuntukkan untuk Guru PNS jadi baik sekolah 
negeri maupun swasta yang diberikan tuags tambahan guru 
sebagai kepala sekolah khusus nya PNS harus menaati peraturan 
dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Seperti yang di 
paparkan oleh Staf Sub Bagian Kepegawaian Bapak EK: 
“Permendiknas ini tidak mengkhususkan untuk sekolah 
negeri ataupun swasta, namun untuk semua sekolah yang 
mempunyai guru PNS. Sekolah negeri wajib menaati 
peraturan ini namun swasta masih bertahap karena 
peraturan ini termasuk baru jadi masih dalam tahapan 
masuk ke sekolah swasta yang penting guru PNS, walaupun 




   Tabel 6. Prosedur Pengangkatan, Mutasi dan 
Pemberhentian Kepala Sekolah di SMA Negeri 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 









     
Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa 
prosedur pengangkatan, mutasi dan pemberhentian kepala 
sekolah di SMA Negeri semua diputuskan oleh Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta. Dalam seleksi/penilaian 
pengangkatan kepala sekolah terdapat seleksi administrasi, 
akademik, diklat dan penilaian akseptabilitas. Sedangkan 
seleksi/penilaian mutasi dan pemberhentian kepala sekolah 















Tabel 7. Prosedur Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian 
Kepala Sekolah di SMA 
Yayasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
Guru/ Calon Kepala 
Sekolah 
   
 
Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa SMA 
Swasta dibawah naungan yayasan. Untuk menjadi kepala 
sekolah swasta harus meminta rekomendasi terlebih dahulu ke 
Dinas Pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu H: 
“Untuk sekolah Negeri aturan tersebut memang harus 
diterapkan, namun pada sekolah swasta, karena yayasan 
termasuk penyelenggara pendidikan untuk kota 
Yogyakarta, untuk menjadi kepala sekolah di swasta harus 
meminta rekomendasi di Dinas Pendidikan. Kemudian 
Dinas Pendidikan harus mengkualifikasi syarat-syarat 
administrasinya. Jika semua memenuhi persyaratan Dinas 
Pendidikan akan memberikan rekomendasi tetapi jika yang 
diusulkan dari yayasan tersebut kurang memenuhi syarat 


























Untuk Surat Keputusan pengangkatan, mutasi dan 
pemberhentian penugasan guru sebagai kepala sekolah di SMA 
Swasta berbeda dengan SMA Negeri. Karena di Swasta Surat 
Keputusan dibuat oleh yayasan walaupun keputusan awal dari 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk SMA 
Negeri surat keputusan langsung dari Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi 
Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah di 
SMA Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta 
      Menurut pendapat Teori Edward terdapat empat aspek yang 
akan mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut meliputi 
Komunikasi, Resources (Sumber daya), Disposition (Tanggung 
jawab), Struktur Birokrasi. 
a. Komunikasi 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah salah satu Lembaga 
Pemerintah yang berperan penting dalam mengatur kebijakan yang 
memiliki tujuan meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya 
adalah kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
Selain mengatur, dinas pendidikan juga melayani dan memberikan 
informasi dalam hal pendidikan, sehingga pihak dinas pendidikan 
harus menjalin komunikasi dengan warga sekolah dan masyarakat. 
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Dalam mengimplementasikan kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah khususnya di SMA Negeri dan Swasta yang 
berperan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah guru yang 
diberikan tugas tambahan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian 
Pendidikan Menengah dan Pengawas. Ke empat pelaksana 
kebijakan tersebut saling berkaitan dan harus memiliki komunikasi 
yang baik demi tercapainya tujuan yang tertulis dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010. 
Di kota Yogyakarta ini memiliki 11 SMA Negeri dan 36 SMA 
Swasta, dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah 
melaksanakan kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah, sehingga pihak dinas yang terkait harus benar-benar dapat 
mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan salah satunya 
menjalin komunikasi dengan baik. Dalam komunikasi terdapat dua 
aspek yaitu perincian tugas dan motivasi yang diberikan pihak 
dinas kepada calon kepala sekolah. Seperti yang di jelaskan oleh 
Bapak EH: 
“Komunikasi sangat penting, khususnya antara kepegawaian, 
DIKMEN dan Pengawas sekolah harus sering berkomunikasi 
dalam mengimplementasikan kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah. Sedangkan pihak guru yang diberikan 
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah harus menjalin 
komunikasi dengan pihak dinas. Dalam hal mengetahui 
perincian tugas dan juga pihak dinas selalu memberikan 
motivasi karena memang tugas tambahan guru sebagai kepala 





Diperkuat dengan pernyataan Ibu NG : 
“Komunikasi dalam hal melaksanakan kebijakan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah harus di jalin dengan 
baik antara guru dengan pihak dinas sub bagian kepegawaian, 
karena dari proses awal pengangkatan, penjelasan perincian 
tugas, mutasi dan pemberhentian dilakukan oleh kepegawaian 
yang bekerja sama dengan DIKMEN dan Pengawas”. 
(HW/09/05/2013) 
  
Dalam tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah terdapat 
perincian tugas yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan 
kebijakan tersebut. Selain menjadi guru yang mengajar dan 
mendidik, guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah harus mempunyai tanggung jawab besar dalam memimpin 
sekolah dan memajukan mutu serta kualitas sekolah tersebut. 
Seperti yang dijelaskan oleh Bapak EH: 
“Kepala sekolah itu hanya tugas tambahan terutamanya ke 
guru, mempunyai minimal mengajar 6 jam/hari yang artinya 
boleh lebih tapi kewajiban kepala sekolah untuk mengajar 
adalah minimal 6 jam/hari”. (HW/26/04/2013)” 
 
Selain perincian tugas, dalam komunikasi terdapat motivasi 
yang diberikan pihak dinas kepada guru yang diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah, karena dari motivasi yang baik 
sangat berpengaruh untuk guru lebih semangat dalam menjalankan 










Gambar 3. Skema Komunikasi antara Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta dengan Kepala Sekolah 
Gambar diatas menjelaskan tentang alur komunikasi yang 
terjadi antara Dinas Pendidikan dengan guru yang diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah. Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta memiliki 3 bidang yang langsung mengurusi kebijakan 
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, yaitu Sub Bagian 
Kepegawaian, Bidang Pendidikan Menengah dan Pengawas SMA. 
Ketiga bidang tersebut berkomunikasi yang baik mengenai 
penjelasan tentang perincian tugas dan memberikan motivasi 
dengan guru yang diberikan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah. 
b.Resources (Sumber daya) 
Sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan 
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah adalah hal yang 
utama, karena Resources adalah termasuk pelaksana kebijakan 
Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta 





3. Pengawas SMA 
1. Perincian Tugas 
2. Motivasi 
Guru yang diberikan 
tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah 
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tersebut. Dalam Resources terdapat tingkat pendidikan dan 
pengalaman yang berperan penting dalam berhasilnya 
implementasi kebijakan tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh 
ibu NG tentang pentingnya resources dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan : 
“Faktor utama dalam berhasilnya kebijakan tersebut ya 
tergantung dengan sumber daya, salah satunya pelaksana 
kebijakan yaitu dinas pendidikan. Dalam sumber daya terdapat 
tingkat pendidikan sumber daya manusia nya, tingkat 
pendidikan untuk menjadi kepala sekolah minimal S1 atau 
diploma D-IV kependidikan atau nonkependidikan perguruan 
tinggi  yang terakreditasi dan mempunyai pengalaman 
mengajar sekurang kurangnya 5 tahun”. (HW/09/05/2013) 
 
Seperti yang dijelaskan ibu NG, sumber daya atau reaources 
ada dua aspek didalamnya yaitu tingkat pendidikan dan 
pengalaman. Kedua aspek tersebut menjadi persyaratan dasar yang 
harus diperhatikan oleh calon kepala sekolah. Tingkat pendidikan 
sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) adalah hal yang cukup 
wajar untuk menjadi kepala sekolah karena dilihat dari tanggung 
jawab yang berat sehingga harus memiliki tingkat pendidikan atau 
pengetahuan yang luas serta kepribadian yang berpendidikan. 
Memiliki pengalaman mengajar sekurang kurangnya 5 tahun 
menandakan bahwa kepala sekolah adalah berawal dari status guru 
yang mrmiliki profesionalistas tinggi. 
c. Disposition (Tanggung Jawab) 
Disposition berhubungan dengan tanggung jawab yang dimilki 
oleh para pelaksana kebijakan. Tanggung jawab yang besar harus 
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dimilki oleh para implementator karena hal tersebut mempengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan. Tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah tidak ringan karena implementator harus 
profesional dan mempunyai tanggung jawab. Dalam disposition 
terdapat beberapa aspek yaitu Hierarki kewenangan masing-masing 
peran, gaya kepemimpinan dan kinerja yang baik. Seperti yang 
dijelaskan oleh bapak EK: 
“Dinas pendidikan memilki kewenangan untuk mengangkat, 
menegur, memberhentikan dan memutasi guru yang diberikan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sedangkan guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah adalah 
mengajar sebagai guru dan memimpin dan mengatur sekolah 
sebagai kepala sekolah”.(HW/26/04/2013) 
 
Diperkuat oleh pernyataan bapak EH : 
 
“tanggung jawab baik pihak dinas maupun tugas tambahan 
guru sebagai kepala sekolah sama beratnya. Pihak dinas yang 
bertanggung jawab atas pengangkatan kepala sekolah tersebut 
sehingga kepala sekolah bertanggung jawab untuk memimpin 
dan mengatur sekolah dengan baik. Kinerja dan gaya 
kepemimpinan yang profesional dan lebih mengayomi akan 
dapat mempengaruhi peningkatan kualitas sekolah 
tersebut”.(HW/06/05/2013) 
 
Dalam hal Disposition atau yang bertanggung jawab  
mengimplementasikan kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah di SMA Negeri dan Swasta di Kota Yogyakarta 
adalah pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu Sub Bagian 
Kepegawaian, Bidang Pendidikan Menengah dan Pengawas SMA 





Struktur birokrasi mempunyai merupakan ketersediaan dan 
kesesuaian birokrasi dan kelompok yang terlibat di dalamnya untuk 
melaksanakan proses implementasi. Dalam mengimplementasi 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah harus 
terdapat struktur birokrasi yang tepat, sehingga dalam 
pelaksanaannya lancer dengan kondisi yang ada dengan tidak 
mengesampingkan acuan yang ada. Dalam struktur terdapat 
birokrasi terdapat model monitoring dan evaluasi. Seperti yang di 
jelaskan oleh Ibu H Selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah : 
“terdapat rapat koordinasi dalam model monitoringnya, jika 
adapun permasalahan kami membuka akses informasi kepada 
siapa pun, tetapi dengan syarat terdapat bukti, walaupun sudah 
memberikan bukti pihak dinas tidak langsung mempercayai 
jadi dikmen berkoordinasi dengan bagian kepegawaian yang 
mengurusi administrasi kemudian kerjasama dengan pengawas 
yang terjun kelapangan secara langsung”.(HW/15/05/2013) 
 
Diperkuat oleh pernyataan BS Selaku Pengawas SMA : 
“Pengawas sekolah bertujuan untuk memonitoring langsung 
ke sekolah. 1 pengawas mengawasi 7-10 sekolah. Namun 
terkadang tidak pasti dengan tergantung kapasitasnya. Misal 
dalam pengawasan terdapat kejanggalan, pengawas 
melaporkan kepada dikmen dan bagian kepegawaian yang 
mengurusi bagian administrasi kepala sekolah”. 
(HW/16/05/2013) 
Setelah monitoring dilaksanakan terdapat evaluasi yang 
biasanya dilakukan setiap akhir tahun agar selalu bisa menilai 
tingkat kinerja kepala sekolah itu sendiri dan evaluasi tersebut 
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langsung dilakukan oleh pihak dinas atau bagian pengawas 
sekolah. Seperti yang di jabarkan oleh BS Selaku Pengawas SMA : 
  “Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun, dan dilakukan 
penilaian kepala sekolah, dengan cara pihak dinas, pengawas 
sekolah dan BKD menilai ke sekolah. Nanti penilaian nya 
langsung di data disana dan biasanya 1 sekolah di nilai oleh 2 
tim dari pihak dinas. (HW/16/05/2013) 
  Diperkuat oleh penjelasan Ibu H Selaku Kepala Bidang 
Pendidikan Menengah : 
  “Dalam melakukan evaluasi, dikmen, kepegawaian dan 
pengawas saling berkaitan dan bekerja sama. Karena jika 
terdapat masalah pihak dikmen selalu minta masukan kepada 
kepegawaian dan pengawas sekolah. Dalam bagian 
administrasi dikmen dengan kepegawaian bekerja sama dalam 
mengevaluasi sedangkan pengawas yang setiap hari membina 
ke sekolah.”(HW/15/05/2013) 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan 
bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementasi 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah meliputi: 
komunikasi, resources, disposition dan struktur birokrasi. 
3. Faktor Penghambat Kebijakan Tugas Tambahan Guru 
sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota 
Yogyakarta 
      Terdapat faktor yang menghambat dalam 
mengimplementasikan kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah adalah jika pihak dinas pendidikan menempatkan 
guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di 
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lingkungan sekolah yang kurang menerima atau tidak suka dengan 
kepala sekolah baru tersebut. Selain kepala sekolah yang tidak 
merasa nyaman, guru-guru dan staf sekolah yang berada di sekolah 
tersebut juga akan tidak nyaman. Banyak permasalahan yang 
muncul jika kepala sekolah tidak sesuai dengan keinginan para 
guru atau staf di sekolah tersebut. seperti yang dijelaskan oleh Ibu 
H : 
 “Jika kepala sekolah yang ditempatkan tidak disukai oleh 
guru-guru disekolah tersebut, guru-guru dan staf pasti akan 
melaporkan ke dinas pendidikan. Baik karena sifat dan 
perilaku kepala sekolah yang membuat kurang nyaman guru 
dan staf yang mengajar. Namun pihak dinas tidak langsung 
percaya begitu saja. Dengan adanya laporan tersebut, 
pengawas sekolah langsung membuktikan ke sekolah. 




1. Implementasi Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala 
Sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta 
      Kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah merupakan 
suatu kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 28 Tahun 2010 berisikan tentang syarat-syarat guru 
yang diberikan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, 
penyiapan calon kepala sekolah/madrasah, proses pengangkatan kepala 
sekolah/madrasah, masa tugas, pengembangan keprofesian 
berkelanjutan, penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dan mutasi 
dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah. 
63 
 
Kebijakan yang sudah dibuat akan lebih bermanfaat jika di 
implementasikan dengan baik, karena sebaik apapun kebijakan itu 
dibuat jika tidak dilakukan implementasi yang baik akan tidak 
bermanfaat bagi siapapun. Sehingga Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta selaku salah satu implementator kebijakan tugas tambahan 
guru sebagai kepala sekolah melakukan dengan baik. 
Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang baik akan mutu 
pendidikannya, sehingga SMA Negeri maupun Swastanya banyak 
yang berprestasi. Hal tersebut tidak lepas dari campur tangan kepala 
sekolah yang berkualitas. 
Kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah  bertujuan 
untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru, karena dalam kebijakan 
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah terdapat periodisasi. Di 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 diatur masa periodisasi dan 
persyaratan masa tugas seorang kepala sekolah. Dengan adanya 
peraturan tersebut akan diketahui standart kualitas seorang guru yang 
ditugaskan sebagai kepala sekolah. Jika seorang guru diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah dan dalam kinerjanya kurang 
memenuhi 5 kompetensi guru yaitu pedagogik, profesional, sosial, 
kepribadian dan yang terakhir manajerial. Secara tidak langsung 
berdasarkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 akan di kembalikan 
menjadi guru karena dinilai tidak berhasil menjalankan tanggung 
jawabnya secara baik. Sehingga dengan adanya Permendiknas Nomor 
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28 Tahun 2010 yang di dalam peraturannya terdapat tahapan-tahapan 
bertujuan untuk menyaring guru yang akan dihasilkan nanti mereka 
yang berprestasi karena menjadi kepala sekolah itu tidak mudah, bukan 
tidak mudah untuk menuju menjadi kepala sekolah namun beratnya 
justru setelah ditunjuk sebagai kepala sekolah yang banyak sekali 
aturan-aturan yang harus di taati. 
Dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 dijelaskan bahwa 
peraturan tersebut tidak ditujukan untuk SMA Negeri maupun Swasta, 
sehingga peraturan tersebut hanya sebagai standar untuk melakukan 
implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
Dinas Pendidikan kota Yogyakarta mempunyai Sub Bagian 
Kepegawaian yang menangani bagian administrasi dalam 
mengimplementasikan kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah, selain itu Sub Bagian Kepegawaian juga bekerja sama dengan 
Bidang Pendidikan Menengah yang mengurusi segala kepentingan 
yang berhubungan dengan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Akhir termasuk dalam hal kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta, 
kemudian terdapat bidang Pengawas yaitu berhubungan dengan bagian 
monitoring dan evaluasi atau penilaian guru yang diberikan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara 




Tabel 8. Alur Pengangkatan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah 
Sub Bagian 
Kepegawaian 
Kepala Sekolah SMA 
Negeri/ Yayasan 
Guru P3KS (Penyelenggara 





















































Diklat dan Sertifikat 
KS 
Menerima laporan 
dan sertifikat KS 
Mengumumkan hasil 
diklat dan penyerahan 
sertifikat 
Menyampaikan hasil 
















a. Proses Persiapan Calon Kepala Sekolah 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 
2010 menjelaskan perekrutan calon kepala sekolah bertujuan 
untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan 
potensi terbaik untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai 
kepala sekolah, rekrutmen meliputi (1) pengusulan calon oleh 
kepala sekolah atau pengawas, (2) seleksi administratif dan (3) 
seleksi akademik. Seleksi administratif berupa kelengkapan 
dokumen persyaratan yang sudah tercantum di dalam 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 BAB II Pasal 2. Seleksi 
akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan, 
penyusunan makalah kepemimpinan, serta penguasaan awal 
terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Seleksi administratif dan akademik 
diselenggarakan oleh pihak dinas pendidikan di Sub Bagian 
Kepegawaian. 
Berdasarkan penelitian di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta, dalam proses persiapan calon kepala sekolah 
dilakukan berdasarkan dengan peraturan yang diatur oleh 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Seleksi administrasi yang 
berupa kelengkapan dokumen harus benar-benar lengkap karena 
jika salah satu persyaratan tidak dilengkapi langsung tidak dapat 
mengikuti seleksi selanjutnya. Dalam alur seleksi administrasi 
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dan seleksi akademik juga sudah ada prosedur yang sudah 
diatur. Pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Calon 
Kepala Sekolah yang mengikuti seleksi administrasi dan 
akademik sangat disiplin. 
b. Pemerolehan Sertifikat Kepala Sekolah 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 BAB III pasal 6 
menyatakan bahwa (1) Guru yang telah lulus seleksi calon 
kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala 
sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi, (2) Akreditasi 
terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon 
kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh lembaga yang 
ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri. Kemudian pada pasal 7 
menyatakan bahwa (6) Calon kepala sekolah/madrasah yang 
dinyatakan lulus penilaian diberi serifikat kepala 
sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara. 
 Seorang guru yang telah lulus seleksi akan melakukan 
program pelatihan yang sering disebut Diklat. Berdasarkan 
hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di 
Bidang pendidikan Menengah menyatakan bahwa kegiatan 
Diklat tersebut dilaksanakan di LPPKS yang berada di 
Karanganyar. Seluruh Indonesia yang akan melakukan Diklat 
ditempatkan disana karena tempat tersebut sudah di tetapkan 
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oleh Pemerintah. Implementasi yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta dan Penyelenggara Program 
Penyiapan Kepala Sekolah (P3KS) di LPPKS sudah mengikuti 
peraturan yang tercantum pada Permendiknas. Sehingga jika 
terdapat guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah yang tidak memenuhi peryaratan atau standar dalam 
Peremendiknas Nomor 28 Tahun 2010 akan langsung gagal 
untuk meneruskan tahap selanjutnya. 
 Setelah melakukan Diklat, seorang guru yang lulus akan 
diberikan sertifikat Kepala Sekolah. Tidak semua yang 
mengikuti Diklat mendapatkan sertifikat tersebut karena di 
dalam pelatihan atau Diklat juga terdapat penilaian yang dapat 
mempengaruhi lulus tidaknya guru tersebut. Sertifikat yang 
diperoleh calon kepala sekolah telah ditanda tangani oleh 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional 
atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama 
untuk kepala MI, MTs dan MA/MAK kemudian sertifikat 
tersebut akan diberikan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) 






c. Penilaian Akseptabilitas Kepala Sekolah 
Dalam BAB VI Pasal 9 Permendiknas Nomor 28 Tahun 
2010 menyatakan bahwa (1) Pengangkatan kepala 
sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas 
oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, 
(2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah 
ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang 
dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya, 
(3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas 
sekolah/madrasah dan dewan pendidikan. 
 Penilaian akseptabilitas merupakan penilaian calon kepala 
sekolah yang bertujuan menilai ketepatan calon dengan sekolah 
dimana yang bersangkutan akan diangkat atau ditempatkan. 
 Berdasarkan penelitian di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dan beberapa SMA Negeri dan Swasta kota 
Yogykarta, penilaian akseptabilitas ini termasuk tahapan yang 
cukup rumit, karena dalam implementasinya Pihak Dinas 
Pendidikan harus bekerja sama dengan komite sekolah. Komite 
Sekolah menjadi salah satu Tim Pertimbangan karena dalam 
penilaian akseptabilitas harus melibatkan tokoh masyarakat 




d. Masa Tugas Kepala Sekolah 
Masa tugas seorang kepala sekolah dalam Permendiknas 
Nomor 28 Tahun 2010 adalah 4 tahun terhitung mulai tanggal 
penetapan pengangkatan. Seorang kepala sekolah secara 
berturut-turut hanya boleh ditugaskan selama 2 periode masa 
tugas, dengan syarat hasil penilaian kinerja minimal baik. 
Berdasarkan hasil penelitian di Sub Bagian Kepegawaian Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta selaku pengolahan 
admministrasinya tidak jarang kepala sekolah yang tidak bisa 
meneruskan setelah 4 tahun masa tugas bahkan ada juga yang 
sebelum masa tugas berakhir sudah diberhentikan dikarenakan 
dinilai tidak berkompeten kembali untuk memimpin sebuah 
sekolah. Ada juga yang diberhentikan karena dalam menjadi 
kepala sekolah melakukan kesalahan seperti korupsi atau ada 
juga yang karena dalam kepemimpinannya banyak 
penyimpangan yang berdampak buruk terhadap sekolah itu 
sendiri. 
e. Mutasi Kepala Sekolah 
Berdasarkan yang di jelaskan dalam Permendiknas Nomor 
28 Tahun 2010 BAB VIII Pasal 13 bahwa Kepala 
sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan 
masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun. Dalam kenyataan dalam mutasi 
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sekolah dilakukan oleh pihak dinas pendidikan kota 
Yogyakarta dibagian Kepegawaian dan yang dilakukan mutasi 
adalah pegawai PNS yang mayoritas kebanyakn pada sekolah 
Negeri karena pada sekolah swasta pihak yayasan yang lebih 
berhak mengambil keputusan. 
f. Pemberhentian Kepala Sekolah 
     Proses pemberhentian seorang kepala sekolah sudah 
tercantum pada Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 yaitu (1) 
Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan 
karena: a. permohonan sendiri; b. masa penugasan berakhir; c. 
telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru; d. 
diangkat pada jabatan lain; e. dikenakan hukuman disiplin 
sedang dan/atau berat; f. dinilai berkinerja kurang dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 g. 
berhalangan tetap;  h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 
6 (enam) bulan;dan/atau i. meninggal dunia. (2) Pemberhentian 
kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai 
dengan kewenangannya. Di SMA Negeri dan Swasta Kota 
Yogyakarta semua keputusan pemberhentian dilakukan oleh 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, namun pada SMA swasta 
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biasanya bisa dilakukan oleh pihak yayasan khususnya Non 
PNS. 
 Dari hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
dalam hal pemberhentian kepala sekolah yang sering terjadi di 
SMA negeri atau swasta dikarenakan masa penugasan berakhir 
dan diangkat jabatan lain. 
g. Perbedaan Prosedur Pengangkatan, Mutasi dan 
Pemberhentian Kepala Sekolah di SMA Negeri dan Swasta 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 
Tahun 2010 tidak ditujukkan khusus untuk sekolah negeri 
maupun swasta, namun diperuntukan untuk guru PNS, jadi baik 
negeri maupun swasta tetap harus menaati peraturan tersebut, 
namun pada sekolah swasta juga tergantung dengan yayasan 
yang memegang sekolah tersebut. 
 Pihak Dinas Pendidikan tidak berhak dalam mengambil 
keputusan untuk sekolah swasta karena sekolah swasta 
mempunyai yayasan yang memiliki kebijakan masing-masing, 
namun walaupun sekolah swasta mempunyai peraturan sendiri, 
dalam hal kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah tetap harus di implementasikan karena kebijakan 
tersebut untuk guru PNS. Dalam pengangkat baik persyaratan, 
pelatihan di diklat dan pemberian sertifikat kepala sekolah di 
sekolah swasta dan negeri tetap menaati prosedur dari 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. 
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 Berdasarkan penelitian di Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dalam Surat Keputusan dari pihak sekolah swasta 
memiliki format masing-masing yang dikeluarkan langsung 
dari yayasan, sedangkan untuk sekolah negeri surat keputusan 
pengangkatan kepala sekolah di dapat dari Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta. Walaupun sekolah swasta terdapat yayasan 
yang berhak mengambil keputusan, namun jika ada guru yang 
ingin menjadi kepala sekolah di sekolah swasta harus meminta 
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sebelum 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memberikan surat 
rekomendasi, harus dilihat terlebih dahulu kualifikasi dan 
sertifikasi pendidikan dari guru yang ingin menjadi kepala 
sekolah di sekolah swasta. 
 Selain dalam hal surat keputusan yang berbeda formatnya, 
dalam mutasi kepala sekolah swasta ke sekolah negeri tidak 
masalah karena negeri termasuk sekolah yang umum, namun 
jika kepala sekolah negeri di mutasi ke sekolah swasta harus 
dilihat dari beberapa aspek, seperti agama dan persyaratan 
lainnya, karena di sekolah swasta terdapat sekolah yang khusus 
untuk agama tertentu jadi kepala sekolah yang di tempatkan 




2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi 
Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah 
      Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses 
kebijakan sekaligus crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun 
baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan 
secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak bisa 
terwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya 
persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak 
dirumuskan dengan baiak maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa 
diwujudkan. (Joko Widodo,2008:85) 
 Dengan demikian demi mewujudkan tujuan kebijakan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah harus ada implementasi yang 
baik. Dalam teori Edward terdapat empat isu pokok yang harus 
diperhatikan agar implementasi dapat berjalan dengan baik yaitu 
komunikasi, resources, disposition dan struktur birokrasi. 
a. Komunikasi 
      Komunikasi berhubungan dengan sikap para pelaku kebijakan 
yang tersusun melalui organisasi untuk melakukan kebijakan. Dari 
hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang 
komunikasi antara pihak dinas pendidikan dengan guru mengenai 
penugasan guru sebagai kepala sekolah cukup baik. Karena pihak 
dinas khususnya bagian yang menangani langsung kebijakan 
tersebut yaitu sub bagian kepegawaian, bagian pendidikan 
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menengah dan bagian pengawas sekolah SMA selalu terbuka untuk 
berbagai informasi dan keluhan yang berhubungan dengan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah. Biasanya yang sering 
menjalin komunikasi adalah guru yang diberikan tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah dengan bagian pendidikan menengah, karena 
bagian tersebut yang akan menngevaluasi berbagai informasi yang 
didapat dari guru, yang kemudian di konsultasikan dengan pihak 
pengawas sekolah dan sub bagian kepegawaian yang mengurusi 
administrasi penugasan guru sebagai kepala sekolah.  
 Komunikasi mempunyai dua aspek yaitu perincian tugas dan 
motivasi. Pihak dinas harus memberikan kedua aspek tersebut 
kepada guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 
Tugas perincian harus diketahui oleh guru yang diberikan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah dan pihak dinas harus 
menjelaskan beberapa perincian tugas, salah satunya guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah wajib mengajar 
minimal 6 jam/hari. Kemudian pemberian motivasi yang baik 
termasuk dalam membangun komunikasi antara pihak dinas dengan 
guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 
Menjadi kepala sekolah adalah tanggung jawab yang cukup besar 
oleh karena itu motivasi dan dukungan dari pihak dinas sangat 
berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan mewujudkan 
tujuan dari kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
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b. Resources (Sumber daya) 
Resources berhubungan dengan sumber daya manusia yang 
mendukung pelaksana kebijakan sehingga dapat menghasilkan suatu 
hasil kebijakan yang efektif. Dalam sumber daya manusia terdapat 
dua aspek yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman pelaksana 
implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah. Tingkat pendidikan dan pengalaman yang menjadi syarat 
menjadi kepala sekolah sudah tercantum dalam Permendiknas 
Nomor 28 Tahun 2010. Dengan penjelasan staf dan Kepala Sub 
Bagian Kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam 
penelitian ini semakin menegaskan bahwa tibfkat pendidikan untuk 
kepala sekolah minimal Sarjana atau Diploma empat kependidikan 
atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi dan 
memiliki pengalaman menagajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 
menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing. Hal tersebut 
benar-benar dilakukan seleksi yang mendetail dalam tahap 
administrasi yang dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian. 
c. Disposition (Tanggung Jawab) 
Disposition berhubungan dengan tanggung jawab dari para 
pelaksana kebijakan, dimana dedikasi tanggung jawab yang tinggi 
para implementator berpengaruh terhadap pelaksanaan dan 
keberhasilan implementasi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan 
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dalam disposition yaitu hierarki kewenangan masing-masing peran 
dan gaya kepemimpinan. 
Dari hasil penelitian terdapat pemaparan yang dijelaskan oleh 
pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu adanya hierarki 
kewenangan dari masing masing peran, yaitu pada dinas pendidikan 
memiliki kewenangan untuk mengangkat, menegur, 
memberhentikan dan memutasi guru yang diberikan tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah, sedangkan guru yang diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah adalah mengajar sebagai guru dan 
memimpin dan mengatur sekolah sebagai kepala sekolah. Hal 
tersebut sudah tercantum pada Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 
di dalam BAB 1 Ketentuan Umun Pasal 1 dan BAB  IV, V, VI, VII 
dan VIII tentang tugas dan kewenangan guru yang diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah dan kewenangan pihak Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. 
d. Struktur Birokrasi 
Struktur Birokrasi berhubungan dengan ketersediaan dan 
kesesuaian birokrasi dan kelompok yang terlibat didalamnya untuk 
melaksanakan proses implementasi.  Dalam struktur birokrasi 
terdapat model monitoring dan evaluasi dalam mencapai 
keberhasilan implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah. Dengan adanya monitoring dan evaluasi 
implementasi kebijakan akan lebih terstruktur dan tidak 
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menyimpang dari Permendiknas yang di buat untuk kebijakan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa model monitoring 
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada guru yang diberikan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah adalah dengan 
mendatangkan pengawas sekolah guna mengawasi atau menilai 
kinerja kepala sekolah tersebut. Dalam penilaiannya juga harus 
mengikuti standart peraturan yang sudah tercantum dalam 
Permendiknas. Dinas Pendidikan juga melakukan rapat koordinasi 
yang didalamnya terdapat Sub Bidang Kepegawaian, Bidang 
Pendiidkan Meenengah dan Bidang Pengawas Sekolah guna 
membahas permasalahan yang ada dan akan di buktikan oleh 
Pengawas Sekolah dan Pihak Dinas yang datang langsung ke 
sekolah untuk melakukan monitoring pada akhir tahun dan 1 
pengawas biasanya mengawasi 7-10 sekolah. 
Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun, dan dilakukan penilaian 
kepala sekolah, dengan cara pihak dinas, pengawas sekolah dan 
BKD menilai ke sekolah dan penilaian dilakukan dengan cara 
mendata langsung dan biasanya 1 sekolah di nilai oleh 2 tim dari 
pihak dinas. Dalam melakukan evaluasi, dikmen, kepegawaian dan 
pengawas saling berkaitan dan bekerja sama. Karena jika terdapat 
masalah pihak dikmen selalu minta masukan kepada kepegawaian 
dan pengawas sekolah. Dalam bagian administrasi dikmen dengan 
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kepegawaian bekerja sama dalam mengevaluasi sedangkan 
pengawas yang setiap hari membina ke sekolah. 
3. Faktor Yang Menghambat Kebijakan Tugas Tambahan Guru 
sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota 
Yogyakarta 
Faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan 
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah adalah ketika seorang 
guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 
ditempatkan disekolah yang kurang menerima dengan baik. Guru dan 
staf yang berada disekolah tersebut merasa tidak nyaman dengan 
adanya kepala sekolah baru, baik karena sifat dan perilaku kepala 
sekolah atau karena kebijakan dan keputusan yang diambil 
menyimpang. Biasanya para guru atau staf yang ada disekolah tersebut 
melaporkan ke Dinas Pendidikan. Kemudian pengawas sekolah 
membuktikan dengan langsung melakukan monitoring ke sekolah 













      Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan serta 
temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Implementasi Kebijakan Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala 
Sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta 
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah 
bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru serta 
menjadi standart kualitas guru yang diberikan tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah 
melaksanakan kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah 
dan target dari kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah adalah guru sekolah dasar dan menengah. 
2. Perbedaan SMA Negeri dan Swasta di Kota Yogyakarta dalam 
mengimplementasikan Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai 
Kepala Sekolah tidak  terlalu banyak karena Permendiknas Nomor 
28 Tahun 2010 tidak mengkhususkan kebijakan tersebut untuk 
Swasta atau Negeri namun untuk guru PNS yang diberikan Tugas 
Tambahan Sebagai Kepala Sekolah. Yang berbeda hanya dalam 
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pengkoordinasian pengangkatan kepala sekolah dan surat keputusan 
yang dikeluarkan untuk kepala sekolah tersebut. 
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan 
Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah 
a. Komunikasi 
Terdapat komunikasi yang baik antara Sub bagian kepegawaian, 
Bidang Pendidikan Menengah dan Bagian Pengawas Sekolah 
karena ketiganya saling berkaitan dan tentunya komunikasi dengan 
guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 
Penjelasan perincian tugas yang jelas dan adanya motivasi yang 
baik untuk guru dari pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
b. Resources (Sumber daya Manusia) 
Sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan 
terdapat tingkat pendidikan dan pengalaman. Sumber daya manusia 
disini adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah sebagai target dan pelaksana kebijakannya adalah Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. 
c. Disposition (Tanggung Jawab) 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan guru yang diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah memilki tanggung jawab yang 
cukup besar, kedua nya juga mempunyai kewenangan masing-
masing. Pihak dinas berwenang dalam mengimplementasikan 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah tentang 
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pengangkatan, mutasi dan pemberhentian, sedangkan guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah mempunyai 
kewenangan dalam memimpin sekolah sekaligus mengajar sebagai 
guru. 
d. Struktur Birokrasi 
Dalam struktur birokrasi terdapat model monitoring dan evaluasi 
kebijakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Pihak Dinas 
Pendidikan kota Yogyakarta berperan penting dalam monitoring 
dan evaluasi atau penilaian terhadap guru yang diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah. 
3. Faktor penghambat implementasi kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah 
Faktor yang menghambat dalam kebijakan tugas tamabahan guru 
sebagai kepala sekolah adalah ketika seorang guru yang diberikan 
tugas tambahan ditempatkan disekolah yang kurang menerima dengan 
terbuka. Guru dan staf sekolah kurang menyukai kepala sekolah yang 
baru karena sifat dan perilakunya yang kurang diterima. Seperti kurang 
tegas dan tidak bisa member keputusan yang tepat, sehingga pihak 
dinas pendidikan selalu menerima keluhan dari guru dan staf yang 
berada disekolahan tersebut. Pihak Dinas Pendidikan langsung ke 
sekolah untuk membuktikan kebenarannya, setelah itu Dinas 





 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
mempunyai beberapa saran, antara lain: 
1. Monitoring yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta sebaiknya dilakukan tidak hanya pada akhir tahun, 
misalnya pada akhir semester jadi lebih terevaluasi setiap semester. 
2. Tersedia nya guru piket untuk menggantikan sementara kepala sekolah 
mengajar, jika kepala sekolah tersebut mendapat undangan rapat dari 
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Lampiran 1. Dokumentasi 
DOKUMENTASI 
1. Arsip Tertulis kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah 
2. Surat keputusan pengangkatan, tugas dan tanggung jawab, mutasi dan 
pemberhentian guru sebagai kepala sekolah 
3. Daftar nama guru yang diberikan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah 
4. Arsip tertulis tentang mutasi Kepala sekolah swasta menjadi kepala 

















Lampiram 2. Pedoman Wawancara Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
 
PEDOMAN WAWANCARA  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI 
KEPALA SEKOLAH DI SMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA 
YOGYAKARTA 
Sumber data/Infoman : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kota 
Yogyakarta 
Tanggal/Waktu  : 
 
1. Bagaimana pendapat tentang Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai 
Kepala Sekolah? 
2. Apakah tujuan dari kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah? 
3. Apa peran Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam implementasi 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah? 
4. Faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Tugas 









Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepala Bidang Pendidikan Menengah 
 
PEDOMAN WAWANCARA  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI 
KEPALA SEKOLAH DI SMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA 
YOGYAKARTA 
Sumber data/Infoman : Kepala Bidang Pendidikan Menengah  
Tanggal/Waktu  : 
 
1. Bagaimana pendapat tentang Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai 
Kepala Sekolah? 
2. Apakah tujuan dari kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah? 
3. Bagaimana konsep Implementasi Kebijakan Tugas Tambahan Guru 
sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri dan Swasta Kota Yogyakarta? 
a. Perencanaan : visi, misi dan tujuan rencana kerja 
b. Pengembangan program 
c. Proses : Syarat pengangkatan, proses pengangkatan dan peresmian 
d. Evaluasi 
4. Apa peran Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dalam implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah? 
5. Apakah ada perbedaan antara proses pengangkatan kepala sekolah di SMA 
Negeri dengan SMA Swasta? 
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6. Bagaimana jika kepala sekolah SMA Swasta mengalami mutasi menjadi 
kepala sekolah SMA Negeri? 
7. Faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Tugas 
























Lampiran 4. Pedoman Wawancara Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
 
PEDOMAN WAWANCARA  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI 
KEPALA SEKOLAH DI SMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA 
YOGYAKARTA 
Sumber data/Infoman : Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Tanggal/Waktu  : 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah? 
2. Kapan biasanya proses pelaksanaan kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
3. Apakah biasanya yang menjadi kendala para guru untuk melaksanakan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
4. Apa persyaratan mutlak yang tidak boleh di lewati oleh guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
5. Bagaimana perincian tugas yang akan diberikan oleh guru yang 
merangkap juga sebagai kepala sekolah? 
6. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak dinas 
pendidikan dengan calon kepala sekolah? 
7. Pengalaman apa saja yang harus di miliki oleh guru yang diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah? 
8. Bagaimana kewenangan dari pihak dinas dan pihak guru yang diberikan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
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9. Komitmen apa yang harus di miliki oleh calon kepala sekolah dalam 
menjalankan tugas nya? 
10. Bagaimana model monitoring dalam proses pelaksanaan tugas tambahan 
guru sebegai kepala sekolah? 
11. Apakah ada kriteria gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh guru untuk 
menjadi kepala sekolah? 
12. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan terhadap 




















Lampiran 5. Pedoman Wawancara Pengawas SMA 
 
PEDOMAN WAWANCARA  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI 
KEPALA SEKOLAH DI SMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA 
YOGYAKARTA 
Sumber data/Infoman : Pengawas SMA 
Tanggal/Waktu  : 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah? 
2. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak Dinas 
Pendidikan dengan calon kepala sekolah? 
3. Bagaimana model monitoring dalam proses pelaksanaan tugas tambahan 
guru sebagai kepala sekolah? 












Lampiran 6. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 
 
PEDOMAN WAWANCARA  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI  
KEPALA SEKOLAH DI SMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA 
YOGYAKARTA 
Sumber data/Infoman : Kepala Sekolah 
Tanggal/Waktu  : 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru sebagai 
kepala sekolah? 
2. Apakah yang biasanya menjadi kendala para guru untuk melaksanakan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
3. Apa persyaratan mutlak yang tidak boleh di lewati oleh guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
4. Bagaimana perincian tugas yang akan diberikan oleh guru yang merangkap 
juga sebagai kepala sekolah? 
5. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak Dinas 
Pendidikan dengan calon kepala sekolah? 
6. Bagaimana model monitoring dalam proses pelaksanaan tugas tambahan 
guru sebagai kepala sekolah? 






Lampiran 7. Catatan Lapangan I 
CATATAN LAPANGAN I 
 
Hari/Tanggal : Rabu/24 April 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Fokus  : Menyerahkan Surat Ijin Penelitian 
 
 Sekitar pukul 09.00 peneliti datang Pagi ini pukul 09.00 WIB, peneliti 
datang ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang terletak di Jl. Hayam Wuruk 
No.11 Yogyakarta 55212. Peneliti bertemu dengan satpam yang menjaga di luar, 
kemudian peneliti bertanya kepada satpam tempat dimana penyerahan surat ijin 
penelitian. Kemudian satpam mengantarkan ke Sub Bagian Umum. Setelah 
bertemu dengan salah satu staf Sub Bagian Umum, peneliti menyerahkan surat 
ijin penelitian kepada staf tersebut. Kemudian setelah staf mencatat ke buku 
agenda, surat tersebut diberikan ke bagian administrasi untuk dibuatkan surat 
pengantar ke bagian-bagian yang akan di wawancarai dan peneliti diminta 








Lampiran 8. Catatan Lapangan II 
CATATAN LAPANGAN II 
Hari/Tanggal : Jum’at/26 Mei 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Fokus  : Melakukan wawancara di Sub Bagian Kepegawaian 
 
 Pagi ini pukul 09.00 WIB peneliti bertemu dengan Kepala Sub Bagian 
Umum. Peneliti meminta konfirmasi dari pihak pihak yang akan di wawancara 
mengenai masalah implementasi Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai 
Kepala Sekolah di SMA Negeri dan Swasta. Setelah mendapatkan konfirmasi dari 
Kepala Sub Bagian Umum, peneliti menuju di Sub Bagian Kepegawaian untuk 
bertemu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan staf yang menangani Kebijakan 
Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah. Namun pada hari itu yang bisa 
ditemuin adalah staf yang menangani langsung kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah. Dikarenakan kepala bidang kepegawaian sedang berada di 
luar kota jadi peneliti wawancara dan meminta data ke staf kepegawaian nya. 
Sekitar selama satu jam peneliti melakukan wawancara dan meminta data-data 
kepala sekolah kepada staf kepegawaian. Dikarenakan data-data yang di dapatkan 






Lampiran 9. Catatan Lapangan III 
CATATAN LAPANGAN III 
Hari/Tanggal : Senin/2 Mei 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ( Di sub Bagian 
Kepegawaian) 
Fokus  : Melakukan Wawancara Sub Bagian Kepegawaian 
 
 Pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, peneliti kembali ke Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta untuk melakukan wawancara dan mencari data kembali. Peneliti 
menemui staf kepegawaian yang lain untuk wawancara dengan tema yang sama 
yaitu implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
Setelah menunggu sekitar 30 menit peneliti baru bisa bertemu dengan staf yang 
ingin di wawancarai. Wawancara berlangsung kurang lebih satu jam, sekitar 10 
pertanyaan pun terjawab dan cukup memuaskan peneliti. 
 Dikarenakan kepala bidang sub bagian kepegawaian masih berada di luar 
kota sehingga belum bisa di temui, jadi peneliti bertemu dengan staf lain di sub 
bagian kepegawaian untuk melakukan wawancara juga guna memperkuat data dan 





Lampiran 10. Catatan Lapangan IV 
CATATAN LAPANGAN IV 
Hari/Tanggal : Senin/6 Mei 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Fokus  : Bertemu dan melakukan wawancara Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian 
 
 Peneliti datang ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada pukul 09.30 
langsung menuju ke ruangan Sub Bagian Kepegawaian dan bertemu dengan staf 
kepegawaian untuk menanyakan ada tidaknya Kepala Sub Bagian Kepegawaian 
dan ternyata beliau sedang ada tamu, kemudian staf Sub Bagian Kepegawaian 
meminta peneliti untuk menunggu. 
 Akhirnya setelah menunggu sekitar 30 menit, peneliti diperbolehkan 
masuk ke ruangan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan melakukan wawancara. 
Sebelum melakukan wawancara, peneliti mengobrol dengan kepala Sub Bagian 
Kepegawaian sambil menyiapkan alat perekam dan peralatan lain untuk 
melakukan wawancara. Kemudian setelah semuanya siap, peneliti langsung 
melakukan wawancara mengenai implementasi kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah. Dikarenakan Kepala Sub Bagian Kepegawaian tidak 
memiliki waktu yang banyak sehingga peneliti hanya melakukan wawancara 
kurang lebih sekitar satu jam. Namun dalam waktu satu jam tersebut wawancara 
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Lampiran 11. Catatan Lapangan V 
CATATAN LAPANGAN V 
 
Hari/Tanggal : Kamis/9 Mei 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Fokus  : Bertemu dan melakukan wawancara di Bidang Pendidikan 
Menengah 
 Peneliti datang ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pukul 10.00, kali ini 
peneliti akan melakukan wawancara di Bidang Pendidikan Menengah dikarenakan 
permasalahan yang akan diteliti adalah di SMA Negeri dan Swasta. Peneliti 
bertemu staf bidang Dikmen untuk ijin melakukan wawancara dan meminta data 
ke bagian dikmen. Setelah berbincang bincang dengan staf dan memberi tahu kan 
topik yang akan di teliti, kemudian salah satu staf meminta peneliti untuk 
mewawancarai staf yang menangani langsung kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah di SMA Negeri dan Swasta. Dikarenakan kepala bidang 
Dikmen sedang ada kepentingan di luar ruangan. 
 Akhirnya peneliti mewawancara staf Dikmen yang langsung menangani 
kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah di SMA Negeri dan Swasta 
Kota Yogyakarta. Wawancara berlangsung sekitar satu jam untuk membahas 
implementasi kebijakan tersebut. Dikarenakan akan tiba saatnya jam istirahat, 
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Lampiran 12. Catatan Lapangan VI 
CATATAN LAPANGAN VI 
 
Hari/Tanggal : Rabu/15 Mei 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan 
Menengah 
Fokus  : Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah 
 
 Sekitar pukul 10.00 WIB, peneliti datang ke Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dan langsung menuju ke ruangan Bidang Dikmen untuk menemui 
Kepala Bidang Dikmen. Setelah bertanya dengan staf yang berada di ruangan, 
ternyata di ruangan kepala bidang Dikmen sedangan diadakan rapat. Akhirnya 
peneliti menunggu di luar ruangan. 
 Setelah menunggu rapat selesai dilakukan saat jam istirahat, jadi peneliti 
menunggu jam istirahat selesai sekitar jam 13.00 WIB. Akhirnya pukul 13.15 
WIB peneliti menemui dan melakukan wawancara dengan kepala bidang Dikmen. 
Sekitar hampir dua jam berdiskusi tentang kebijakan tugas tambahan guru sebagai 





Lampiran 13. Catatan Lapangan VII 
CATATAN LAPANGAN VII 
Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di Bidang Pengawas 
Sekolah 
Fokus  : Melakukan Wawancara dengan Pengawas Sekolah 
 
 Peneliti datang ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk melakukan 
wawancara dengan Pengawas Sekolah, dikarenakan Pengawas Sekolah jika pagi 
sampai jam istirahat berada di luar dinas untuk pergi ke sekolah-sekolah, jadi 
peneliti datang ke Dinas Pendidikan sekitar pukul 13.00 WIB setelah jam 
istirahat. 
 Peneliti  menuju ke ruangan Pengawas Sekolah dan bertemu dengan salah 
satu pengawas SMA. Kemudian peneliti langsung melakukan wawancara 
sekaligus mendiskusikan tentang implementasi kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah dan peran pengawas dalam mengimplemetasikan 
kebijakan tersebut. Sekitar pukul 14.20 peneliti mengakhiri wawancara dan 





Lampiran 14. Catatan Lapangan VIII 
CATATAN LAPANGAN VIII 
Hari/Tanggal : Selasa/4 Juni 2013 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Fokus   : Meminta data ke Sub Bagian Kepegawaian 
 
 Pukul 09.00 WIB kembali ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk 
meminta data-data yang dibutuhkan peneliti dalam hal kebijakan tugas tambahan 
guru sebagai kepala sekolah. Peneliti langsung menuju ke Sub Bagian 
Kepegawaian dan bertemu dengan staf yang mempunyai data tersebut. Setelah 
sekitar satu jam dan merasa sudah lengkap data yang dibutuhkan, peneliti 










Lampiran 15. Catatan Lapangan IX 
 
CATATAN LAPANGAN IX 
Hari/Tanggal : Selasa/ 27 Agustus 2013 
Tempat : SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Marsudi Luhur 
Fokus   : Memberikan Surat Ijin Penelitian 
 
 Pada pukul 08.00 WIB peneliti menuju SMA Negeri Yogyakarta dan 
menemui satpam untuk bertanaya tentang prosedur jika ingin melakukan 
penelitian di SMA Negeri 1, kemudian satpam mengantarkan peneliti ke ruang 
tata usaha. Peneliti langsung memberikan surat ijin penelitian tersebut dan diminta 
untuk kembali pada hari senin. 
 Setelah ke SMA Negeri 1, peneliti juga menuju SMA Marsudi Luhur. Di 
SMA Marsudi Luhur peneliti langsung menemui staf tata usaha dan memberikan 
surat ijin penelitian. Kemudian staf tata usaha mengantarkan peneliti menuju 
ruang Kepala Sekolah. setelah peneliti bertemu dengan kepala sekolah, peneliti 
berbincang-bincang dan mengagendakan jadwal untuk melakukan wawancara. 





Lampiran 16. Catatan Lapangan X 
 
CATATAN LAPANGAN X 
Hari/Tanggal : Jum’at/30 Agustus 2013 
Tempat : SMA Marsudi Luhur 
Fokus   : Melakukan Wawancara Kepala Sekolah SMA Marsudi 
Luhur 
 
 Pukul 11 tepat peneliti datang ke SMA Marsudi Luhur dan bertemu 
dengan satpam, setelah mengutarakan tujuan peneliti datang, satpam 
mempersilahkan peneliti untuk menunggu karena Kepala Sekolah sedang ada 
tamu. Setelah menunggu sekitar 10 menit, peneliti diminta masuk ke ruangan 
Kepala Sekolah. kemudian peneliti berbincang bincang dengan kepala sekolah 
sambil menyiapkan bahan wawancara. 
 Setelah melakukan selama kurang lebih 1 jam wawancara, peneliti 







Lampiran 17. Catatan Lapangan XI 
CATATAN LAPANGAN XI 
Hari/Tanggal : Senin/2September 2013 
Tempat : SMA Negeri 1 Yogyakarta 
Fokus   : Melakukan Wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Yogyakarta 
 Pukul 09.00 WIB peneliti datang ke SMA Negeri 1 dan langsung menuju 
ke ruang Tata Usaha. Kemudian peneliti diminta menunggu di ruang tunggu. 
Setelah menunggu kurang lebih 1 jam. Peneliti akhirnya bertemu dengan Kepala 
Sekolah dan langsung melakukan wawancara kurang lebih 1 jam. Setelah 










Transkrip Wawancara 1 
Nama Narasumber : Edi Kusnandar, S.Pd 
Jabatan  : Staf Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
Hari/Tgl Wawancara : Jum’at, 26 April 2013 
Waktu Wawancara : 09.30-10.15 WIB 
Tempat Wawancara : Ruang Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
Keterangan  : (EK) Edi Kusnandar 
 
Baris Pertanyaan 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
Kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah sangat bagus, 
karena peraturan jelas dan kompetensi di dalamnya juga jelas terdapat 
minimal jenjang pendidikan adalah S1 dan minimal masa kerjanya serta 
terdapat diklat sebagai persyaratan utama sehingga guru yang di berikan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah itu sudah dilatih profesionalisme 
semenjak proses pengangkatannya. 
2. Apa persyaratan mutlak yang tidak boleh di lewati oleh guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
Sebenarnya semua persyaratan harus dilaksanakan tanpa terkecuali, 
namun terdapat satu pokok yang harus dilakukan dalam proses 
penyeleksian kepala sekolah yaitu diklat, jika tahap seleksi administrasi 
dinyatakan lolos, calon kepala sekolah wajib mengikuti diklat untuk 
mendapatkan sertifikat kepala sekolah. 
3. Bagaimana perincian tugas yang akan diberikan oleh guru yang 
merangkap sebagai kepala sekolah? 
Perincian tugas untuk kepala sekolah, tugas utama nya adalah menjadi 
seorang guru yang mengajar minimal 6 jam artinya boleh lebih. 
4. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta? 
Kalau sub bagian kepegawaian hanya dalam batas administrasi, jadi 
masalah motivasi dan informasi yang lain jika SMA langsung kepada 
Bagian Pendidikan Menengah, namun tidak menutup kemungkinan semua 
staf dinas pendidikan kota Yogyakarta selalu bersedia memberikan 
informasi dan mendukung semua kebijakan dan program pemerintah salah 
satunya kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
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5. Pengalaman apa saja yang harus dimiliki oleh guru yang diberikan 
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah? 
Harus mempunyai pengalaman mengajar minimal 5 tahun baik di sd, smp, 
sma ataupun smk. 
6. Bagaimana kewenangan dari pihak guru yang diberikan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah? 
Kewenangan Dinas Pendidikan kota Yogyakarta mengangkat, menegur, 
mutasi dan memberhentikan kepala sekolah, sedangkan kewenangan 
kepala sekolah mengatur sekolah. 
7. Bagaimana model monitoring dalam proses pelaksanaan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah? 
Model monitoring dilakukan oleh pengawas sekolah, untuk 1 pengawas 
biasanya mengawasi 7-10 sekolah. 
8. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan 
terhadap kepala sekolah? 
Evaluasi setiap tahun dilakukan penilaian kepala skeolah, dengan cara 
langsung dinilai ke sekolah dari pihak dinas, pengawas dan BKD, biasanya 



















Transkrip Wawancara 2 
Nama Narasumber : Angga Rahmat Ardiono, S.E 
Jabatan : Staf Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
Hari/Tgl Wawancara : Senin, 2 Mei 2013 
Waktu Wawancara : 09.00 -10.30 WIB 
Tempat Wawancara : Ruang Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
Keterangan : (AR) Angga Rahmat 
 
Baris Pertanyaan  
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
Sangat bagus dan bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme guru. 
Karena selain menjadi guru yang mengajar dan mendidik, guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah juga harus menjadi 
pemimpin di sekolahan. Jadi profesionalisme itu penting. 
2. Apakah yang biasanya menjadi kendala para guru untuk 
melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
Biasanya kurang profesionalnya guru tersebut, karena terlalu banyak tugas 
kepala sekolah yang harus dikerjakan sehingga tugas guru sedikit 
terabaikan. Padahal kepala sekolah tetap mengajar dengan waktu minimal 
6 jam. 
3. Apa persyaratan mutlak yang tidak boleh di lewati oleh guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
Seluruh tahap tidak boleh di lewati, karena sekalinya di lewati akan di 
tinggal atau di hapus dari calon kepala sekolah. Persyaratan yang sudah 
tercantum di Permendiknas wajib dilakukan oleh calon kepala sekolah dan 
persyaratan tersebut dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di 
Sub Bagian Kepegawaian. Selanjutnya akan di seleksi, jika lolos seleksi 
administrasi akan dilakukan seleksi akademik yang akan diselenggarakan 
oleh Dinas Pendidikan Kota 
4. Bagaimana perincian tugas yang akan diberikan oleh guru yang 
merangkap juga sebagai kepala sekolah? 
Mengajar dan mendidik siswa selayaknya yang dilakukan guru dengan 
waktu minimal 6 jam mengajar dan juga menjadi pimpinan sekolah yang 
mempunyai tanggung jawab dalam kemajuan sekolah tersebut. Guru yang 
diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mempunyai masa tugas 4 
tahun dan maksimal dapat bertugas selama 2 periode berturut-turut. 
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Namun melalui proses penilaian dar kinerjanya, ada juga yang belum 
sampai masa tugas berakhir harus diberhentikan dikarenakan kurang 
berkompeten dalam memimpin dan tidak jarang melakukan kesalahan yang 
menyimpang 
5. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak 
Dinas Pendidikan dengan calon kepala sekolah? 
Kalau masalah administrasi nya bisa ke bagian kepegawaian dan pihak 
dinas sangat terbuka, tapi kalau ada masalah intern bisa ke bidang 
pendidikan menengah karena di SMA. 
6. Pengalaman apa saja yang di miliki oleh guru yang diberikan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah? 
Pengalaman mengajar minimal 5 tahun menurut jenjang masing-masing 
dan memiliki golongan paling rendah IIIC 
7. Bagaimana kewenangan dari pihak dinas dan pihak guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
Kewenangan guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih dan mengevaluasi siswa sedangkan kewenangan kepala sekolah 
harus menjadi pimpinan yang mengayomi dan bertanggung jawab untuk 
meningkatkan mutu sekolah.Kewenangan pihak dinas mengangkat, mutasi 


















Transkrip Wawancara 3 
Nama Narasumber : Dedi Budiono, M.Pd. 
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
Hari/Tgl Wawancara : Senin, 6 Mei 2013 
Waktu Wawancara : 09.30 -11.00 WIB 
Tempat Wawancara : Ruang Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
Keterangan : (EH) Edi Heri 
 
Baris Pertanyaan 
1. Bagiamana pendapat anda tentang Kebijakan Tugas Tambahan Guru 
sebagai Kepala Sekolah? 
Kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah itu merupakan 
suatu kebijakan yang bisa dibilang baru, oleh sebab itu kebijakan tersebut 
masih banyak soasialisasi sana sini. Tapi kebijakan tersebut sangat bagus 
untuk meningkatkan kualitas guru dan memberikan motivasi guru untuk 
lebih maju. 
2. Apakah tujuan dari Kebijakan Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala 
Sekolah? 
Tujuannya jelas untuk memberikan pengalaman dan meningkatkan kualitas 
guru. Dengan adanya tugas tambahan tersebut, guru bisa melatih diri 
menjadi pemimpin sekolah. 
3. Apa peran kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta dalam Implementasi kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
Yang pasti mendukung kebijakan tersebut dan memberikan motivasi kepada 
para guru untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik yang sesuai 
peraturan. 
4. Bagaimana tentang masa tugas kepala sekolah? 
Masa tugas kepala sekolah sudah dijelaskan dalam Permendiknas, yaitu 4 
tahun terhitung mulai tanggal penempatan pengangkatan dan kepala 
sekolah hanya diperbolehkan bertugas 2 periode secara berturut-turut 
itupun ada persyaratan dan penilaian kinerja yang baik. Di SMA swasta 
maupun negeri cukup banyak yang tidak bisa meneruskan setelah 4 Tahun 






Transkrip Wawancara 4 
Nama Narasumber : Hartati, S.Pd 
Jabatan :Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta 
Hari/Tgl Wawancara : Senin, 15 Mei 2013 
Waktu Wawancara : 10.00 -11.00 WIB 
Tempat Wawancara :Ruang Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta 
Keterangan : (H) Hartati 
 
Baris Pertanyaan 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
Kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sangatlah positif, positif 
dalam arti jika kebijakan tersebut dilakukan secara konsekuen banyak 
manfaatnya. Dalam permendiknas nomor 28 tahun 2010 tersebut terdapat 
periodesasi, jika dilakukan secara konsekuen akan menggairahkan proses 
pendidikan di sekolah. Setiap jabatan yang dimiliki sekarang cenderung 
menurun jadi dengan adanya permendiknas akan mengetahui siapa yang 
sudah tidak mampu menjabat akan turun menjadi guru kembali 
2. Apakah yang biasanya menjadi kendala para guru untuk 
melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
Setiap guru sudah mempunya 4 kompetensi, pada saat akan menjadi kepala 
sekolah, guru tersebut harus mempunyai 1 kompetensi lagi yaitu menejerial 
yang baik. Tidak semua orang yang mampu di level wakil kepala sekolah 
setelah di jadikan kepala sekolah dia mampu menjadi seorang manager, 
bisa jadi karena dia tidak punya jiwa kepemimpinan. 
3. Bagaimana perbedaan antara SMA Swasta dengan Nnegeri dalam 
mengimplementasi kebijakan tugas tambaha guru sebagai kepala 
sekolah? 
Untuk sekolah Negeri aturan tersebut memang harus diterapkan, namun 
pada sekolah swasta, karena yayasan termasuk penyelenggara pendidikan 
untuk kota Yogyakarta, untuk menjadi kepala sekolah di swasta harus 
meminta rekomendasi di Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan 
harus mengkualifikasi syarat-syarat administrasinya. Jika semua 
memenuhi persyaratan Dinas Pendidikan akan memberikan rekomendasi 
tetapi jika yang diusulkan dari yayasan tersebut kurang memenuhi syarat 
tidak akan diberikan rekomendasi 
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4. Bagaimana model monitoring dalam proses pelaksanaan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah? 
Terdapat rapat koordinasi dalam model monitoringnya, jika adapun 
permasalahan kami membuka akses informasi kepada siapa pun, tetapi 
dengan syarat terdapat bukti, walaupun sudah memberikan bukti pihak 
dinas tidak langsung mempercayai jadi dikmen berkoordinasi dengan 
bagian kepegawaian yang mengurusi administrasi kemudian kerjasama 
dengan pengawas yang terjun kelapangan secara langsung 
5. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan 
terhadap kepala sekolah? 
Dalam melakukan evaluasi, dikmen, kepegawaian dan pengawas saling 
berkaitan dan bekerja sama. Karena jika terdapat masalah pihak dikmen 
selalu minta masukan kepada kepegawaian dan pengawas sekolah. Dalam 
bagian administrasi dikmen dengan kepegawaian bekerja sama dalam 






















Transkrip Wawancara 4 
Nama Narasumber : Ngatini, S.Pd 
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Pendidik Bidang Pendidikan 
Menengah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Hari/Tgl Wawancara : Senin, 9 Mei 2013 
Waktu Wawancara : 10.00 -11.00 WIB 
Tempat Wawancara :Ruang Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan 
Kota Yogyakarta 
Keterangan : (NG) Ngatini 
 
Baris Pertanyaan 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
Pendapat saya ya bagus dan bermanfaat untuk memberikan pengalaman 
yang baik bagi guru dan pihak dinas yang menangani langsung kebijakan 
tersebut 
2. Apa persyaratan mutlak yang tidak boleh di lewati oleh guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
Semuanya, yang namanya peraturan harus dilakukan semua tahap-tahapan 
nya tanpa terkecuali. 
3. Bagaimana perincian tugas yang akan diberikan oleh guru yang 
merangkap juga sebagai kepala sekolah? 
Perincian tugas nya seorang guru ya harus mengajar, tapi jika guru 
tersebut memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah, mengajarnya 
cukup dengan 6 jam mengajar. 
4. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak 
Dinas Pendidikan dengan calon kepala sekolah? 
Komunikasi dalam hal melaksanakan kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah harus di jalin dengan baik antara guru dengan 
pihak dinas sub bagian kepegawaian, karena dari proses awal 
pengangkatan, penjelasan perincian tugas, mutasi dan pemberhentian 
dilakukan oleh kepegawaian yang bekerja sama dengan DIKMEN dan 
Pengawas 
5. Bagaimana pendapat anda tentang salah satu tahapan pemberhentian 
dan mutasi kepala sekolah? 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 sudah mencantumkan alasan 
terjadinya pemberhentian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 
115 
 
Bisa dikarenakan permohonan sendiri, masa tugas berakhir, batas usia 
pensiun jabatan sebagai guru, pengangkatan jabatan lain, terdapat 
hukuman disiplin sedang atau berat, sedang menjalani tugas belajar 
sekurang-kurangnya 6 bulan dan meninggal dunia. Yang sering terjadi di 
SMA negeri atau swasta, pemberhentian penugasan guru sebagai kepala 
sekolah dikarenakan masa penugasan berakhir dan diangkat jabatan lain. 
Misalnya dijadikan menjadi pegawai dinas pendidikan atau jabatan lain 


























Transkrip Wawancara 5 
Nama Narasumber : Bambang Suharto, S.Pd 
Jabatan : Koordinator Pengawas SMA 
Hari/Tgl Wawancara : Senin, 16 Mei 2013 
Waktu Wawancara : 10.00 -11.00 WIB 
Tempat Wawancara : Ruang Pengawas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
Keterangan : (BS) Bambang Suharto 
 
Baris Pertanyaan 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
Pendapat saya sebagai pengawas SMA cukup bagus, karena dalam 
peraturannya sudah mencangkup beberapa aspek tentang pelaksanaan 
pengangkatan sampe proses pemberhentian kepala sekolah, jadi 
memudahkan pengawas untuk menilai kinerja para guru yang ada tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah 
2. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak 
Dinas Pendidikan dengan calon kepala sekolah? 
Komunikasi sangat baik, apalagi dengan pihak pengawas karena hampir 
setiap minggu kita langsung ke sekolah dan berinteraksi dengan guru 
maupun kepala sekolah, jadi masalah memberikan motivasi pihak dinas 
selalu memberikannya. 
3. Bagaimana model monitoring dalam proses pelaksanaan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah? 
Pengawas sekolah bertujuan untuk memonitoring langsung ke sekolah. 1 
pengawas mengawasi 7-10 sekolah. Namun terkadang tidak pasti dengan 
tergantung kapasitasnya. Misal dalam pengawasan terdapat kejanggalan, 
pengawas melaporkan kepada dikmen dan bagian kepegawaian yang 
mengurusi bagian administrasi kepala sekolah 
4. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan 
terhadap kepala sekolah? 
Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun, dan dilakukan penilaian kepala 
sekolah, dengan cara pihak dinas, pengawas sekolah dan BKD menilai ke 
sekolah. Nanti penilaian nya langsung di data disana dan biasanya 1 
sekolah di nilai oleh 2 tim dari pihak dinas 
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Transkrip Wawancara 6 
Nama Narasumber : Dra. Lies Indriya Handayani 
Jabatan : Kepala Sekolah SMA Marsudi Luhur Kota Yogyakarta 
Hari/Tgl Wawancara : Jum’at, 30 Agustus 2013 
Waktu Wawancara : 11.00 -12.00 WIB 
Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah  
Keterangan : (LI) Lies Indriya 
 
Baris Pertanyaan 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
Untuk mendapatkan tambahan sebagai kepala sekolah sudah ada 
peraturannya, mereka harus mempunyai kompetensi. Kebetulan 
Yogyakarta sudah melaksanakan sejak tahun 2012. Dan itu sangat 
bermanfaat untuk para guru. 
2. Apakah yang biasanya menjadi kendala para guru untuk 
melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
3. Apakah ada perbedaan prosedur antara sekolah swasta dengan 
sekolah negeri dalam kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala 
sekolah? 
Baik prosedur awal sampai akhir, dari proses pengangkatan sampai 
pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala sekolah itu sama, karena 
status saya adalah pegawai negeri. Jadi peraturan tersebut untuk pegawai 
negeri. Mau itu guru swasta atau pun negeri sama yang terpenting adalah 
pegawai negeri. 
4. Bagaimana perincian tugas yang akan diberikan oleh guru yang 
merangkap juga sebagai kepala sekolah? 
Perincian tugasnya ya dengan mengajar minimal 6 jam per hari. 
5. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak 
Dinas Pendidikan dengan calon kepala sekolah? 
Hubungan guru dengan pihak dinas pendidikan baik dengan pengawas 
atau staf lainnya sebagai mitra kerja, tidak di anggap sebagai atasan atau 
bawahan karena semuanya sama, jadi komunikasi nya sangat baik. Pihak 
dinas selalu membatu para guru yang mengalami kesulitan dan selalu 
memberikan motivasi bukan yang membuat para guru takut bahkan benci. 
6. Bagaimana model monitoring dalam proses pelaksanaan tugas 
tambahan guru sebagai kepala sekolah? 
Model monitoring dilakukan oleh pihak dinas yaitu pengawas sekolah yang 
selalu kesini biasanya seminggu sekali bahkan bisa lebih. 
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7. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan 
terhadap kepala sekolah? 
Evaluasi atau penilaian kinerja di lakukan setiap 6 bulan sekali. Dan 












































Transkrip Wawancara 7 
Nama Narasumber : Drs. Zamroni 
Jabatan : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Yogyakarta 
Hari/Tgl Wawancara : Senin, 2 September 2013 
Waktu Wawancara : 09.00 -12.00 WIB 
Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah  
Keterangan : (Z) Zamroni 
 
Baris Pertanyaan 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan tugas tambahan guru 
sebagai kepala sekolah? 
Bagus, karena paling tidak kepala sekolah merasakan dilapangan. Walaupun 
dulu pernah mengajar, namun pada waktu menjadi kepala sekolah dan tidak 
menjadi guru. Disaat ingin menyarankan atau menegur guru sedikit kurang 
afdol jika kepala sekolah sendiri tidak meraskan langsung menjadi guru 
dengan kondisi yang sekarang menjadi kepala sekolah. jadi dengan adanya 
kebijakan tersebut, membuat guru lebih berwawasan dan kepala sekolah juga 
lebih bisa merasakan langsung menjadi guru. 
5. Apakah yang biasanya menjadi kendala para guru untuk melaksanakan 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
Pasti ada kendalanya, kalau kita jadwalnya harus ngajar kemudian ada 
undangan dari dinas harus datang saat itu juga dan ketika ingin meminta wakil 
tapi wakil kepala sekolah juga lagi ada jadwal mengajar. Akhirnya menjadi 
bentrok, oleh sebab itu guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah harus memiliki kompetensi menejerial yang baik. 
6. Apa persyaratan mutlak yang tidak boleh di lewati oleh guru yang 
diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah? 
Menurut saya, semua proses harus dilakukan dengan baik. Baik dari awal 
administrasi sampai diklat dan penilaian kinerja. 
7. Bagaimana perincian tugas yang akan diberikan oleh guru yang 
merangkap juga sebagai kepala sekolah? 
Menjadi guru mengajar minimal 6 jam/ hari. 
8. Bagaimana komunikasi khususnya motivasi yang diberikan pihak Dinas 
Pendidikan dengan calon kepala sekolah? 
Komunikasi dengan pihak dinas sangat baik dan tetap terjalin karena kepala 
sekolah membutuhkan bimbingan dinas. Pihak dinas juga membutuhkan 
bantuan kita dalam hal administrasi yang dibutuhkan. Jadi sama-sama 
membutuhkan dan mendukung. 
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9. Bagaimana model monitoring dalam proses pelaksanaan tugas tambahan 
guru sebagai kepala sekolah? 
Model monitoring biasanya dilakukan oleh pengawas yang setiap saat datang. 
Baik dalam hal menilai kepala sekolah atau guru. Jadi minimal satu bulan 
sekali bahkan lebih itu selalu datang langsung ke sekolah. 
 
 
10. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan 
terhadap kepala sekolah? 
Penilaian kinerja dilakukan oleh beberapa pengawas dan pihak Dinas 














































































Lampiran 21 Dokumentasi Foto 
  
















Lampiran 22 Surat Ijin Penelitian 
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